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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten yang merupakan
wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang terletak di Provinsi
Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan.
Pembentukan Kabupaten Nunukan diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4
Oktober 1999. Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi 2 kabupaten baru

lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247.5 km?, Kabupaten
Nunukan merupakan salah satu pintu gerbang internasional Indonesia di
lintang utara bagian tengah karena berhadapan langsung dengan jalur
pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian
Serawak dan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur). Dengan posisi yang
strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai cermin
dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas atau
antar negara, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian khusus,
terutama terhadap penanganan berbagai permasalahan yang timbul yang

terkait dengan eksistensi wilayah perbatasan.
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Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara
115°33°00°” sampai dengan 118°03’00°” Bujur Timur dan 3°15°00”” sampai

dengan 4°24°00”° Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara  : Malaysia Timur - Sabah
- Batas Timur : Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Batas Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau

- Batas Barat  : Malaysia Timur — Serawak

Sejak Tahun 2011 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan
terbagi dalam 16 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan,
dimana 14 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan
langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak). Untuk itu

lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan Tahun 2015

No. Kecamatan Luas (Km?
1. Krayan 1.834,74 Km?
2. Krayan Selatan 1.757,66 Km’
3. Lumbis 290,23 Km?
4, Lumbis Ogong 3.357,01 Km?
5. Sembakung 1.764,96 Km?
6. Nunukan 564,50 Km’
7. Sei Menggaris 850,48 Km?
8. Nunukan Selatan 181,77 Km?
9. Sebuku 1.608,48 Km*
10. | Tulin Onsoi 1.513,36 Km’
11. | Sebatik 51,07 Km?
12. | Sebatik Timur 39,17 Km?
13. | Sebatik Tengah 47,71 Km?
14, | Sebatik Utara 15,39 Km?
15. | Sebatik Barat 93,27 Km?
16. | Sembakung Atulai 277.72 Km?
Jumiah 14.247,50 Km*

Sumber : Badan Perencanan Pembangunan Daerah RTRW Kabupaten Nunukan 2012 - 2032
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan
2. Kondidsi Topografi
Wilayah Kabupaten Nunukan memiliki ketinggian berkisar antara 0 — 1500
meter di atas permukaan laut (dpl). Kriteria ketinggian dibagi dalam enam kriteria,

yaitu antara 0-25 m dpl, 25-100 m dpl; 100-500 m dpl; 500-1000 m dpl; 1000-

1500 m dpl; dan 1500 - 2000 m dpl dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

a. Ketinggian 0-25 m dpl terdapat di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Kecamatan
Sebuku, Kecamatan Simenggaris dan Kecamatan Sembakung.

b. Ketinggian 25-100 m dpl terdapat di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan
daratan, Pulau Kalimantan kecuali Kecamatan Lumbis Ogong, Krayan dan
Krayan Selatan. Ketinggian 25-100 m dpl menempati lebih dari 50 % wilayah
kecamatan Nunukan dan Sebatik. Ketinggian 25-100 m dpl di daratan Pulau
Kalimantan terletak di wilayah perkampungan/ permukiman dan wilayah

perkebunan kelapa sawit. Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atulai
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termasuk wilayah dataran dan cekungan, lebih dari 90 % wilayahnya

mempunyai ketinggian kurang dari 100 m dpl.

c. Ketinggian 100-500 m dpl terdapat pada hampir semua kecamatan. Ketinggian

100-500 m dpl mencakup lebih dari 15 % dari luas Pulau Nunukan dan

Sebatik. Wilayah ketinggian ini masih didominasi penutup lahan hutan.

d. Ketinggian 500-1000 m dpl terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali di

Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai

e. Ketinggian > 1.000 meter dpl terletak di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi,

Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Krayan Selatan.

Terutama di wilayah perbatasan bagian barat dengan Negara Serawak,

Malaysia dan perbatasan bagian utara dengan Negara bagian Sabah, Malaysia.

Tabel 4.2 Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Ketinggian Daerah

Kabupaten Nunukan (ha)

No.

Ketinggian
{mdpt)

Sebaran

Luas

1

0-25

Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kec.
Sembakung dan Sembakung Atulai

378,769

25 -100

Pulau Nunukan dan Sebatik, Kec.
Simenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,
Sembakung, Sembakung Atulai,
Lumbis, Lumbis ogong

180,204

100-500

Pulau Nunukan dan Sebatik, Kec.
Simenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,
Sembakung, Sembakung Atulai,
Lumbis, Lumbis ogong

282,086

500 - 1.000

Terutama di Kecamtan Krayan, Krayan
Selatan, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi

310,602

1.000-1.500

Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan,
Krayan Selatan

272,811

>1.500

Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan,

Krayan Selatan

1,896

Jumlah

1,424,750

Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan 2012 - 2032

Kemiringan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat bervariasi, yang secara umum

dikategorikan kedalam 6 (enam) kelas kemiringan, yaitu :
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- Kemiringan 0-2 % : datar

- Kemiringan 2-8 % : landai

- Kemiringan 8-15 % : agak landai

- Kemiringan 15-25 % : agak curam

- Kemiringan 25-40 % : curam

- Kemiringan >40 % : sangat curam
Wilayah Kabupaten Nunukan mempunyai kemiringan tanah dari 0 sampai lebih
dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan tanah wilayah
Kabupaten Nunukan berkorelasi positif dengan ketinggian.Makin tinggi letak
suatu hamparan maka kemiringannya semakin terjal. Luas kemiringan lahan di
Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%)
seluas 86.723 Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%)
seluas 125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%)

seluas 502.054 Ha.

Gambar 4.2 Peta Kelerengan Kabupaten Nunukan
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3. Tipologi Luas Penggunaan Lahan
Pada tabel selanjutnya terlihat bahwa jenis tanah yang terdapat di wilayah
Kabupaten Nunukan hanya 8 (delapan) jenis, dan yang paling besar luasannya
adalah kombinasi Podsolik/Regosol yaitu sebesar 410.486 atau 28,79 %,
umumnya terdapat di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis.
Kebalikannya, jenis tanah yang paling sedikit, terdapat adalah kombinasi

Alluvial/Gambut, yaitu sebesar 50.898 Ha atau sebesar 3,7 % dari luas wilayah.

Mengingat ketinggian wilayah yang ada jenis tanah alluvial hampir
keseluruhannya terdapat di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebuku dan
Sembakung. Kombinasi Aluvial/Gambut hanya terdapat di Kecamatan Lumbis
dengan luasan 837 Ha, sedangkan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan

tidak terdapat sama sekali.

Tabel 4.3. Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Jenis Tanah Kabupaten

Nunukan (Ha)
;::;sh Nunukan Sebatik Sebuku Sc::::;ak Lumbis Krayan lS?I?;: Jumlah
(§))] 2) 3) 4) (5) (6) 7 (8) )

Latosol 834 595 47357 | 19700 | 28628 | 13.102 | 39.023 149.239
Podsolik 28700 | 14.023 | 87574 | 4.646 | 49018 | 23.453 | 4916 212.330
Podsolik/ 35.016 4802 | 38.063 1.206 2481 | 25980 | 23.294 130.842
Latosol
Podsolik/ 14.697 0 68.496 0 97.661 | 121219 | 108413 | 410.486
Regosol
Lithosol 0 289 12.002 0 184.128 0 0 166.419
Organosol | 18.608 0 32481 | 113.530 | 1.797 0 0 166.416
Alluvial/G | 5 g 3.397 16274 | 27.282 837 0 0 50.898
ambut
Alluvial 58.714 1.555 13.243 | 39226 0 0 0 112.738
Jumiah L 159.677 | 24.661 Ln 5.490 | 205.590 | 364.550 | 183.754 | 175.646 | 1.429368

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
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Keterangan :

Lithosol  Tanah mineral yang ketebalannya 20 cm atau kurang. Di bawahnya
terdapat batuan keras yang padu

Alluvial  Tanah berasal dari endapan baru dan berlapis-lapis, bahan organik
jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya terdapat
epipedon ochrik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari
60%

Latosol = Tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, remah sampai gumpal,
gembur, warna tanah seragam dengan batas-batas horison yang kabur,
solum dalam (lebih dari 150 cm). kejenuhan basa kurang dari

50%,umunya mempunyai epipedon kambrik dan horison kambik

Podsolik Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan

kejenuhan basa kurang dari 50%, tidak mempunyai horison albik.

Regosol  Tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya
mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Organosol Tanah organik (gambut) yang ketebalannya lebih dari 50 cm

4. Karakteristik Penggunaan lahan
Penggunaan Lahan di kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah
hutan sebesar 70% dari luas wilayah, selain terdapat juga lahan persawahan
(2,85 %), dan permukiman (0,07%). Untuk lebih jelasnya rincian penggunan

lahan dilihat pada tabel 4.4.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Di kabupaten Nunukan

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%)
i | Bakau 1,982.69 0.14
2 | Belukar 50,396.16 3.54
3 | Hatan 1,004,913.42 70.53
4 i Hutan Tanaman Industri 18,476.57 1.30
5 | Kebun 71,697.88 5.03
6 | Sawah 40,557.68 2.85
7 | Tambak 11,138.10 0.78
8 | Rawa 189,244.96 13.28
9 | Sungai 28,524.71 2.00
10 | Pertambangan 40.03 0.00
11 | Jalan 205.04 0.01
12 § Danau 10.39 0.00
13 | Dermaga 9.29 0.00
14 | Pemukiman 996.30 0.07
15 | TPU 3.54 0.00
16 | Taman 9.17 0.00

17 | Lainnya 6,544.10 0.46
Jumlah 1,424,750 100.00

Sumber : lnteiprestasi Peta Citra, 2013 & RTRW Kabupatern Nunikan 2012 — 2032
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Gamabar 4.3. Peta Penggunaan Lahan
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Selain lahan persawahan dan lahan non sawah. Kabuapten Nunukan

mempunyai Luas kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dengan luas lahan

167.428 hektar, termasuk taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 356.819

hektar dan kawasan hutan 431.207 hektar serta kawasan Budidaya Non

Kehutanan 470.914 hektar. Dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Ha)

Uraian Luas Lahan
Kawasan Budidaya Non Kchutanan (KBNK) 470914
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) 431.207
Hutan Lindung (HL) 167.428
Taman Nasional “Kayan Mentarang” (TNKM) 356.819
Jumlah 1.426.368

Sumber - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan

Taman

Grafik. 4.1. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan tahun 2009
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Sesuai dengan hasil wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nunukan mengenai potenst RTH di Kabupaten Nunukan terkait
dengan kawasan taman nasional krayan mentarang dengan luas pengunaan lahan
25%, kawasan budidaya non kehutanan luas penggunaan lahan 33%, hutan
lindung luas penggunaan lahan 12% dan kawasan budidaya hutan luasan
penggunaan lahan 30% hal tersebut mencakup bahwa wilayah Kabupaten
Nunukan secara keseluruhan. Terkait dengan penggunaan lahan tersebut mengenai
penyediaan luasan RTH dari hasil kutipan wawancara Kepala Bidang Penataan

Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan. pada tanggal 10 April 2016.

Bahwa untuk peningkatan terhadap luasan RTH di Kabupaten Nunukan
khususnya di kawasan Pulau Nunukan sangat sulit untuk di tingkatkan
yang mana diketahui bahwa Pulau Nunukan sekarang ini sudah terlanjur
banyak bangunan masyarakat yang terbangun dan rata-rata melanggar
ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tanpa memikirkan akan
ketersedian RTH privat pada halaman bangunan tersebut maka dari itu
pemerintah sendiri kedepannya akan kesulitan untuk mencari lokasi RTH
yang akan dikembangkan sebagai kawasan RTH.

Dalam hal melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dengan peningkatan
terhadap luasan dan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan maka Dinas Pekerjaan
Umum Bidang Penataan Ruang akan menjadikan suatu acuan dalam proses
penyusunan kebijakan penataan ruang kota dikabupaten adalah dengan
diterbitkanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan beberapa
pertimbangan yang mempengaruhi perkembangan kota di kemudian hari yaitu
dengan terpeliharanya RTH dikawasan perkotaan. Hal ini seperti dikemukakan
oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan

pada kutipan wawancara pada tanggal, 10 April 2016.
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Untuk mencapai suatu tujuan perkotaan yang bersih indah dan sehat maka
diperlukan suatu pemerintah yang amanah, pemerintahan yang baik dan
selalu beroriantasi kepada kepentingan masyarakat. Ditandai dengan
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Sejalan
dengan Misi dari Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Nunukan
yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran™. Bahwa tujuan dari
penataan ruang kota seharusnya disusun berdasarkan Visi dan Misi
Kabupaten Nunukan, karakteristik wilayah (Potensi, masalah, isu strategis),
serta peran dan fungsi kota agar penataan ruang kota dapat memberikan
dampak positif bagi perkembangan kota di kemudian hari.

Tekait pernyataan tersebut Visi dan Misi Kabupaten Nunukan yaitu :

Terwujudnya masyarakat Nunukan yang maju, aman, damai, adil, dan
bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda
terdepan NKRI

Misi Kabupaten Nunukan yaitu :

1. Meningjatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

2. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta

layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan

[PTEK.

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui

investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

4. Meningjatajan sarana dan prasarana publik, energi,sistem transportasi

dan optimalisasi tata ruang

Mewujudkan daerah perbatasan yang Maju dan Mandiri.

Mewujudkan pembangaunan yang berwawasan lingkungan

7. Mewujudkan ketentraman dan  ketertiban masyrakat dengan
menjungjung tinggi keadilan dan HAM.

(US]

o w

5. Gambaran umum Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam
Kebakaran
a.  Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
(DKPP) Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Nunukan.
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Dinas Kebersihan Pertaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Nunukan merupakan unsur Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003, Tugas Pokok dari
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kabupaten Nunukan adalah
membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan

mempunyai fungsi:

1)  Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan
dan pembinaan, pemberian perizinan serta melaksanakan pengamanan
dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2)  Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, penataan
pertamanan kota, pertamanan bangunan perkantoran., pertamanan
daerah pemukiman, penataan pertamanan tempat-tempat rekreasi,
pengelolaan pemeliharaan/ perawatan sarana mobilitas persampahan.

sarana pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;

3)  Melakukan penyiapan rencana dan pengembangan dan peningkatan
pelaksanaan operasional kebersihan, peningkatan penataan keindahan
pertamanan kota dan peningkatan pemeliharaan/ pengembangan lahan

pemakaman umum;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464.pdf

31
4)  Melakukan pelaksanaan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan
sampah, mengurus pompa tinja dan MCK serta membersihkan jalur-

jalur jalan umum, dan parit/drainase;

5)  Melaksanakan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman,
pembangunan taman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan

bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan;

6)  Melakukan pengumpulan data dan meneliti keadaan serta sarana-
sarana kebersihan, perawatan dan kelengkapan serta melakukan
bimbingan dan pengolah data statistik untuk keperfuan pembinaan dan

pemeliharaan;

7)  Melaksanakan pengadaan dan perawatan lampu-lampu taman dan

lampu penerangan jalan ;

8) Melakukan pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi atas

penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman:

9)  Pengelolaan adminstrasi umum. Kketatalaksanaan, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan peralatan Dinas;

10) Pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

pada Dinas Daerah.

Sejalan dengan berkembangnya Pemerintahan Kabupaten Nunukan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan
berubah nama menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi
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daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dengan Visi dan Misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap
Bencana Kebakaran™.

Sebagai tindak lanjut Visi Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran maka misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh
jajaran DKPPK yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparat Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

8%

Meningkatnya motivast dan kesadaran masyarakat Kabuapten Nunukan
dalam budaya bersih.

Meningkatnya pelayanan dibidang pertamanan dan keindahan kota.

L2

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tanggap bencana kebakaran.

b.  Tugas dan Fungsi DKPPK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008,
pasal 57 tentang Tugas Pokok Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebersihan, pertamanan
dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal
58 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008, dalam menyelengarakan tugas
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57. Dinas Kebersihan Pertamanan dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :
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1)  Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan
Pemadam kebakaran sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;

2)  Perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang
kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;

3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang kebersihan;

4)  Perumusan ,Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis
dibidang Pertamanan dan Pemakaman;

5)  Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis
dibidang pemadam kebakaran;

6) Pembinaan Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7)  Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8)  Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

9)  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

¢.  Struktur Organisasi DKPPK

Dalam rangka pényeienggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Nunukan
ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 pasal 59, Susunan Organisasi Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten :

a.  Kepala Dinas
b.  Sekretaris
1. Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan
2. Kasubbag Umum
3. Kasubag Keuangan
c.  Kepala Bidang Kebersihan
1. Kasi Penanganan Kebersihan Lingkungan

2. Kasi Penaganan Bantaran Sungai/TPA Sampah
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d.  Kcpala Bidang Pertamanan dan Pemakaman
1. Kasi Pertamanan
2. Kasit Pemakaman
3. Kasi PJU dan Keindahan Kota
e.  Kepala Bidang Pemadam kebakaran
1. Kasi Pencegahan Kebakaran
2. Kasi Pemadan Kebakaran
f. Kelompok Jabatan Fungsional
g.  Kepala UPTD
Tabel 4.6. Jumlah Staf Pengawas dan Pekerja
N Jumlah Staf Pengawas dan
Uraian Lapangan Jumlah Ket
o
Staf | Pengawas | Lapangan
1. | CPNS dan PNS 32 - 64 96
Semua staf
’ Honorer (Sekretariat 68 i 68 yang ada
" | dan Bidang) ) disekretariat
dan bidang
Honorer Bidang
3. Kebersihan - 22 232 254
Honorer Bidang
Pertamanan dan
Pemakaman
4. | Pertamanan - 16 122 138
Pemakaman - 10 61 71
PJU - 3 24 27
Reklame - 2 - 2
Honorer Bidang
> Pemadam Kebakaran i 253 253
JUMLAH 100 53 756 909

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran terdiri dari pegawai negeri sipil 96 orang, honorer
sekertariat 68 orang , honorer bidang kebersihan 254 orang. honorer bidang
pertaman 138 orang Pemakaman 71 orang, PJU 27 orang, reklame 2 orang,

honorer bidang pemadam kebakaran 253 orang.
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B. Hasil Penelitian
1.  Isi Kebijakan
a. Kepentingan yang terlibat dalam pemeliharaan RTH

Dalam sebuah kebijakan ada berbagai kepentingan yang mempengaruhi
suatu implementasi kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa suatu
kebjjakan dalam implementasi akan melibatkan banyak kepentingan dan
kepentingan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaannya, baik
itu mendukung maupun menghambat proses implementasinya.

Seperti dijelaskan sebelumnya kebijakan dalam wupaya pengelolaan
pemeliharaan RTH dicetuskan berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor
14 Tahun 2008 dalam rangka pengelolaan RTH. Pemerintah berkewajiban
melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan pemanfaatan ruang terkait dengan
kebiyjakan penataan ruang dalam implementasi pemeliharan RTH di Pulau
Nunukan dengan luasan perkotaan sekitar 3.638 Ha dengan RTH di Pulau
Nunukan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan mempunyai Luas =
254.66 Ha dipersentasikan baru mencapai sekitar 7% dengan berjalannya
pemeliharan  berdasarkan implementasi  kebijakan  pemerintah  tentang
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan mengalami penigkatan luasan RTH publik
sebesar 328.55 Ha, dipersentasikan mencapai peningkatan sekitar 9,03% artinya
implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya memelihara RTH sesuai
dengan perda Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di Pulau Nunukan
mengalami peningkatan. RTH Publik dengan taget sesuai dengan amanat dari
Undang - undang nomor 26 tahun 2007 sekitar 20%, yang menjadi hambatan

dalam hal ini sehingga RTH di Pulau Nunukan belum mencapai 30% dari luas
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wilayah perkotaan dipengaruhi akibat kurangnya dan tenaga yang profesional
yang melaksanakan pememeliharaan RTH, serta kurangnya dukungan darni para
pemangku kepentingan mengenai sumber daya manusia, kurangnya anggaran,
dan kurangnya sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya suatu RTH di perkotaan. Menurut Wahab (2008:47) bahwa pembuat
kebijakan publik yang merupakan pejabat publik selayaknya memikirkan dan
memberikan pelayanan demi kebaikan publik (public good).

Melihat kenyataan dalam implementasi kebijakan dalam upaya pengelolaan
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, maka yang berkepentingan dalam hal ini
selain dari pemerintah juga termasuk masyarakat Pulau Nunukan yang
memerlukan RTH untuk mendapatkan kenyamanan terhadap lingkungan yang
sehat, indah, bersih dan kota yang tertata bagus sesuai dengan harapan dalam Visi
dan Misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabuapaten
Nunukan.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut yang harus
dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran termasuk berkepentingan dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan
RTH dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran serta meningkatnya motivasi
dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam budaya bersth dan
Meningkatnya kinerja pegawai dibidang pertamanan dan keindahan kota serta
kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu RTH diwilayah perkotaan.

Sejalan dengan misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Nunukan Kepala Dinas dalam hal terkait mengenai
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kepentingan yang melatar belakangi kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau
Nunukan disampaikan pada hasil wawancara pada tanggal, 25 April 2016
menyatakan hal tersebut:

Bahwa dalam menentukan suatu kabupaten yang sehat itu perlu adanya
suatu RTH, dan kita ketahui RTH ini sangat berdampak dalam kehidupan
masyarakat yang nyaman dan sehat. Terkait dengan yang berkepentingan
yang melatar belakangi pelaksanaan pemeliharaan RTH adalah hampir
semua stekholder namun dari sisi pemerintah yang berkepentingan termasuk
Bupati Nunukan yang mengharapkan wilayahnya menjadi hijau, maka dari
itu pemeliharaan RTH sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Perlu juga
dijelaskan bahwa Selain Bupati yang berkepentingan dalam hal
pemeliharaan RTH ini, juga termasuk Dewan sebagai wakil rakyat yang
mengharapkan kepada masyarakat supaya mengerti bagaimana pentingnya
RTH, disamping itu termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Badan
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan yang paling penting lembaga non
pemerintah yaitu Forum Kesehatan Mayarakat (Forkahat), termasuk
masyarakat yang menikmati dengan adanya RTH dikarenakan berdasarkan
misi DKKPK bahwa untuk meningkatkan keindahan dalam penataan kota
sangat dibutuhkan motivasi dan kesadaran bagi masyarakat Kabupaten
Nunukan dalam budaya bersih.

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Bidang Penataan Ruang Kabupaten
Nunukan menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 10 April 2016 menurut
pendapat Kepala Bidang Penataan Ruang dalam hal ini, bahwa yang
berkepentingan dalam pengelolaan RTH terkait dengan kebijakan pemeliharaan
RTH menyatakan:

Termasuk yang ada hubungan penataan ruang yaitu SKPD teknis dan akses
masyarakat terhadap peran serta masyarakat menjaga RTH yang ada
sekarang ini serta turut serta melaksanakan pemecliharaan terhadap taman-
taman, baik itu RTH yang berada dikawasan tertentu maupun RTH yang ada
pada Jalur Hijau Jalan.Terus yang berkepentingan dalam hal ini termasuk
unsur masyarakat dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH. RTH
dipertahankan sama halnya kita pertahankan paru-paru kota. Keberadaan
RTH dapat menyaring folusi udara serta sangat berguna untuk kehidupan
masyarakat maka dari itu RTH sangat perlu dipelihara agar kota kelihatan
hijau serta RTH perlu ditingkatkan perluasannya.
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Hal senada diungkapkan juga oleh Kepala Seksi Pertamanan Kabupaten
Nunukan yang termasuk pelaksana teknis atas terlaksananya program kebijakan
Pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan dengan hasil
wawancara pada tanggal 19 April 2016 yang menyatakan:

Dalam hal pemeliharaan RTH merupakan bagian dart amanat UU Nomor

26 tahun 2007 yang intinya masyarakat akan mengerti pentingnya RTH

didalam suatu wilayah, bahwa sutu wilayah harus mempersiapkan 30%

RTH. Terkait yang berkepentingan dalam hal melaksanakan kebijakan

pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan mempertahankan RTH

30 % yaitu 20% Untuk Publik dan 10% untuk Privat yang berkepentingan

dalam hal ini adalah termasuk semua elemen yang melaksanakan

pemeliharaan. Termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum terkait dari sist pola
ruang dengan Dinas Teknis DKPPK itu sendir selaku pelaksana kebijakan

Pemeliharaan RTH dan paling penting pelibatan serta masyarakat dalam

memelihara RTH dikabupaten sangat yang diharapkan oleh pemerintah.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan informan tersebut diatas
memberikan fakta bahwa selain kepentingan dari masyarakat maka pemerintah
juga berkepentingan dalam hal melaksanakan kebijakan tersebut terkait dalam
upaya program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. pada program pemeliharaan
RTH ini yang termasuk pelaksana teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran yang dituntut untuk meningkatkan luasan RTH di Pulau
Nunukan serta menjaga dan memelihara taman sesuai dengan tugas dan pokok
untuk pencapaian Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten peraih penghargaan
sertifikat adipura. Selain itu perlu juga adanya pembinaan dan pengawasan oleh
dinas dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan RTH dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Nunukan membuka peluang untuk melibatkan masyarakat dalam
bentuk partisipasi dalam pengelolaan RTH di Pulau Nunukan.

Sesuai yang disampaikan pengawas taman dalam hal ini termasuk yang

melaksanakan pengawasan terhadap pekerja taman dilapangan sesuai dengan
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tugas pokoknya mengawasi taman-taman publik dan jalur hijau jalan yang ada
dikawasan Pulau Nunukan. Dengan hasil wawancara pada langgal 19 April 2016:

Bahwa yang sangat berkepentingan dalam hal pelaksanaan Pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan adalah Termasuk Pejabat yang terkait dengan
pelaksanaan pemeliharaan RTH tersebut, dan masyarakat itu sendiri yang
berkepentingan dalam hal memelihara RTH diharapakan mampu menjaga
akan keberadaan RTH di Pulau Nunukan. dengan mengharapkan suatu
lingkungan yang sehat, indah, bersih dan tetap kelihatan bagus, hijau
dipandang kesemua itu termasuk harapan pengawas lapangan atau
masyarakat itu sendiri, dengan mengharapkan hal tersebut tidak terlepas dari
peran serta masyarakat itu sendiri dalam memelihara lingkungan disekitar
kawasannya.

Selain itu kepentingan yang terpengaruh akan dilihat dari kesesuaiannya
dengan 1si kebijakan. Hal ini bisa dicermati dari hasil wawancara dengan kepala
seksi pertamanan untuk mengetahui kesesuaian isi kebijakan pada pemeliharaan
RTH. berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pertamanan
Kabupaten Nunukan pada tanggal. 19 April 2016 :

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 terkait dengan
pengelolaan dan pemeliharaan RTH, Program yang dilaksanakan
pemerintah terkait dengan program pemeliharaan RTH itu sudah terlaksana
dengan baik dan cukup bagus, namun dalam hal ini untuk mengelola RTH
dengan baik diharapkan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya
membantu  akan perkembangan RTH dan terlaksananya program
pemeliharaan vang dilaksanakan pemerintah. dengan terpeliharanya RTH
maka otomatis dapat membentuk kota yang sehat serta lingkungan yang
sehat. Terkait dengan isi dari kebijakan yang melatar belakangi dar
pemeliharaan RTH adalah termasuk amanat dari UU No. 26 tahun 2007
yang mewajibkan RTH 30% dari luas wilayah yaitu 20% untuk Publik dan
10% untuk Privat. maka dari itu untuk sekarang ini RTH publik di Pulau
Nunukan sudah mencapai sekitar 16% dengan Taget 20 % yang disyaratkan
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007. Maka dan itu untuk
mempertahankan RTH publik yang ada sekarang ini pemerintah Kabupaten
Nunukan dapat mengimplemetasikan kebijakan dalam upaya memelihara
RTH di Pulau Nunukan dan perlu ditingkatkan sesuai dengan capaian dari
amanat dari perda Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di
Kabupaten Nunukan. Terus pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi
tentang RTH untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan
pentingnya suatu RTH. Bahwa dengan partisipasi masyarakat dalam
memelihara RTH otomatis Kabupaten Nunukan akan jadi menjadi hijau.
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Dari uraian diatas pada intinya masyarakat terhadap RTH menjadi dominan dalam
mempengaruhi implementasi kebijakan. Mengingat kepentingan masyarakat yang
dominan itu maka diharapkan implementasi kebijakan ini lebih melibatkan dari
partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pelaksanaan
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, dengan dukungan dari masyarakat bahwa
kebijakan pemerintah dengan upaya melaksanakan pemeliharaan RTH akan menjadi
lancar dan masyarakat disini bukan hanya dijadikan objek implementasi semata saja
namum diharapkan akan berperan serta dalam memelihara RTH di Pulau Nunukan.
Sesuai yang diungkapkan kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran pada tanggal 25 April 2016 dalam kutipan wawancara menyatakan :

Bahwa dalam menentukan suatu kabupaten yang sehat maka diperlukan adanya

suatu RTH. Karena sesaui dengan fungsi RTH dapat dijadikan sebagai pelindung

dan termasuk paru-paru kota. RTH ini sangat perlu untuk dipemelihara karena

RTH sangat berdampak dalam kehidupan terhadap masyarakat yang nyaman dan

sehat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu program Dinas Kebersihan

Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam kegiatan

pemeliharaan RTH sangat perlu ditingkatkan supaya taman-taman kota lebih

tertata dengan baik dan akan kelihatan hijau dipandang, begitupun taman pada
jalur hijau jalan akan ditingkatkan pemeliharaanya, namun permasalahan sehingga
pemeliharaan RTH tidak akan berjalan semaksimal mungkin akibat kekurangan

Dana pemeliharaan maka dari itu perlu akan dukungan anggaran dari pemerintah.

Dalam Pengelolaan RTH akan dilakukan oleh beberapa aktor dalam manajemen
perkotaan, diantaranya pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bentuk-bentuk pengelolaan
RTH yang dilakukan oleh aktor manajemen perkotaan sesuai denagan yang disampaikan
(Nurhapy, 2008):

1) Peran pemerintah dalam mengelolah RTH
a) Memberikan penyuluhan kepada semua pihak tentang pentingnya fungsi dan

keberadaan RTH.
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b) Merencanakan RTH baik sebagai bagian dari RTRW kota, RDTR,
Rencana Tata Hijau, alaupun rencana (ata ruang lamnnya.

¢) Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.

d) Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkat daya
dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi
ekologisnya.

e) Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan RTH.

f) Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan
terbangun.

g) Menyusun program RTH termasuk aspek pembiayaan dan pelaku/instansi
pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.

h) Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk
merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban.

2) Peran masyarakat dalam mengelola RTH antara lain :

a) Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai,
tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tidak menebang
pohon.

b) Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan serta ikut mengawasi
pemeliharaan dan keberadaan RTH.

¢) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH.

d) Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada
maupun yang potensial yang dikembangkan.

e) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam

penyelenggaraan RTH.
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3) Peran swasta dalam mengelola RTH antara lain :

a) Menjaga keberadaan RTH dengan baik.

b) Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH.

¢) Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja
serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.

d) Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan,
perdagangan,jasa,serta perkantoran dan memberikan  informasi,  saran,
pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH.

b.  Jenis manfaat pemeliharaan RTH
Pemerintah Kabupaten dalam hal ini berupaya untuk menujukkan atau
menjelaskan bahwa dalam kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH harus
terdapat beberapa jenis manfaat yang menujukkan dampak positif dari implementasi
kebijakan. Begitu halnya dengan kebijakan pemerintah terhadap upaya pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan yang dapat diidentifikasi berbagai manfaat material dan non
material dalam implementasi. Salah satunya adalah termasuk dari pemanfaatan
terhadap kota yang sehat dan lingkungan yang sehat. Pernyataan yang disampaikan oleh
Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan kutipan
wawancara pada tanggal 25 April 2016 menjelaskan sebagai berikut :
Berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan dalam upaya penerapan pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan yang pertama-tama adalah dengan memberikan rasa
nyaman, nikmat, segar kepada masyarakat serta dapat membuat kota Nunukan
akan menjadi kelihatan indah, bersih dan tertata dengan baik, menjadikan kota
Nunukan kelihatan Hijau dipandang. Maka dengan itu ditinjau dari sisi kesehatan
RTH dapat memberikan oksigen bagi masyarakat pejalan kaki dipagi hari sangat
dibutuhkan sekali bagi masyarakat perkotaan vang sehat. Dalam hal ini manfaat

RTH yang paling penting adalah sangat baik untuk keschatan bagi masyarakat
kota Nunukan.
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Berkaitan dengan pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran ini dapat diidentifikasi bahwa masyarakat dapat memanfaatkan RTH sebagai
sarana bermain bagi anak-anak, olah raga dan dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat
rekreasi. Hal ini senada disampaikan oleh Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara pada Tanggal 19 April
2016 menyatakan:

Manfaat RTH dalam hal ini dengan menciptakan lingkungan yang sehat, kota

yang indah dipandang, mencerminkan identitas daerah serta kota yang sehat. RTH

dapat berfungsi sebagai paru - paru kota. maka dari itu pemerintah Kabupaten

Nunukan dengan dasar peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 tentang

pengelolaan RTH melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya memelihara RTH

di Pulau Nunukan, saya selaku kepala seksi pertamanan merasa sangat tepat untuk

melaksanakan pemeliharaan bahwa dengan terpeliharanya RTH diperkotaan

khususnya Pulau Nunukan, maka kota dan lingkungannya akan menjadi sehat.

Pemeliharaan RTH yang akan difokuskan pada RTH publik 20% dengan capaian

setelah adanya kebijakan pemerintah berdasarakan perda Nomor 14 Tahun 2008.

Capaian RTH publik sebelumnya sekitar 7% dengan adanya upaya pemerintah

melaksanakan kebijakan RTH di Pulau Nunukan meningkat menjadi 16 %. Maka

dari itu pemeliharaan RTH di tokuskan pada daerah jalur hijau jalan, taman
perkotaan dan taman perkontoran di Pulau Nunukan.

Ditinjau dari segi manfaat bahwa RTH begitu banyak manfaatnya yaitu mulai dari
sarana ruang untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan
meningkatkan prestasi daerah, termasuk sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat,
sebagai sarana untuk penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro
hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat
bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. RTH menjaga keserasian dan
keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas
lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Begitu halnya dengan kebijakan, yang dapat diidentifikasi bahwa RTH memiliki

fungsi utama yaitu fungsi ekologis : dengan memberi jaminan pengadaan RTH menjadi
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bagian dari sistemn sirkulasi udara (paru-paru kota) serta dapat berfungsi sebagai
pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung
lancar dan termasuk penyerap air, sedang untuk fungsi tambahan (ekstrinsik) termasuk
yaitu fungsi sosial dan budaya yang menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan
media komunikasi warga kota; Tempat rekreasi; Wadah dan objek pendidikan,
penelitian, dan pelatihan dalam mempelajani alam. Fungsi ekonomi termasuk sumber
produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dapat
menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Fungsi
estetika : dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari
skala Mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota
secara keseluruhan; Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; Pembentuk
faktor keindahan arsitektural; Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area
terbangun dan tidak terbangun.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Penataan
Ruang Kabupaten Nunukan dalam kutipan hasil wawancara di kantor Dinas
Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 10 April 2016 :

Dilihat dari sisi manfaat dan fungsinya RTH sangat baik itu dari sisi kesehatan

bahkan mempercantik tatanan kota, maka dari itu RTH sangat perlu dilakukan

pemeliharaan untuk keberadaanya walaupun itu harus dibangun menjadi
bangunan atau peruntukan lain yang lebih ekonomis. Namun bisa dioptimalkan
fungsi hijaunya sebagai salah satu penyeimbang dari bangunan tersebut. RTH

dapat membentuk kota yang sehat dan lingkungan yang sehat bahkan RTH
dapat menyerap Zat-zat penyerap karbon dioksida.

Manfaat kebijakan ini banyak dirasakan oleh masyarakat berdasarkan fungsinya
yaitu termasuk manfaat langsung dengan membentuk keindahan dan kenyamanan
(teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga,

buah). Manfaat tidak langsung termasuk pembersih udara yang sangat efektif,
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pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan
beserta segala is1 flora dan fauna yang ada (konservasi hayatli alau keanekaragaman
hayati). Bila melihat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat maka pernyataan
yang disampaikan oleh Ketua Rukun Tetangga Bapak Budi Matto yang sangat
merasakan fungsi dan manfaat RTH dalam kutipan wawancara pada tanggal 28 April
2016 menyatakan dalam wawancaranya :
Dengan adanya program pemerintah melalui Dinas Kebersihaan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yang termasuk pelaksana program
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan itu sangat berguna sekali untuk kalangan
masyarakat Kabupaten Nunukan namun dalam hal pelaksanan pemeliharaannya
perlu kehati-hatian bagi pekerja mengenai keselamatannya. Manfaat yang
dihasilkan dalam penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan sangat
dirasakan oleh masyarakat yang memberikan rasa nyaman, nikmat, segar dan
sehat bagi masyarakat karena keberadaan RTH dapat mengurangi volusi udara
diperkotaan. RTIT dapat membuat kota menjadi kelihatan indah,bersih dan tertata
bagus dan kelihatan hijau dipandang, ditinjau dan sisi fungsinya RTH dapat
memberikan kesegaran masyarakat karena dapat memberikan oksigen bagi
pejalan kaki dipagi hari hal tersebut sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat
untuk kota vang sehat yang paling penting harapan untuk masyarakat kedepannya
yaitu menjadikan kota yang bersih,sahat dan bebas dari macam-macam volusi.
Terkait dengan manfaat dari program pemerintah yang disampaikan Wahab
(2008:182) menyatakan bahwa program-program yang memberikan manfaat kolektif
dapat memberikan tuntutan-tuntutan bersama yang bersifat kategoris sehingga
kemungkinan lebih siap di implementasikan dengan tingkat kepatuhan dari kelompok
atau pemerintah setempat yang lebih besar sehingga memperkecil tingkat konflik. Oleh
karena itu dengan adanya manfaat yang diterima sehingga diharapkan kebijakan dapat

diterapkan karena akan meminimalisir penolakan jika kebijakan tersebut

diimplementasikan kepada masyarakat.
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c. Target perubahan yang diharapakan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Semakin besar
perubahan yang diharapkan dalam upaya pemeliharaan dan semakin panjang jangka
pencapaiannya dan semakin sulit implementasinya. sebaliknya semakin kecil skala
perubahan yang ditetapkan dengan rentang waktu pencapaian yang singkat, maka
kemungkinan akan semakin mudah untuk dimplemetasikan kemasyarakat. Mengenai
perubahan ini maka Theodore Lowi dalam Wahab (2008:128) menyatakan bahwa pada
saaat proses implementasi dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan, maka dampak
yang akan ditimbulakan barkaiatan erat dengan tipe kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pengelolaan pemeliharaan RTH
ini merupakan salah satu dari berbagai upaya dan program untuk meningkatkan
kesehatan lingkungan di kabupaten, Dalam hal tersebut target perubahan yang
diharapkan melalui implementasi kebijakan dalam pemeliharaan RTH seperti yang
diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Nunukan pada kutipan wawancara pada tanggal 25 April 2016 yang
menyatakan:

Harapan pemerintah dalam meningkatkan pemeliharaan RTH lebih baik dan lebih

bagus lagi kedepannya. Maka diperlukan adanya dukungan anggaran serta

meningkatkan SDM pengawas taman serta pekerja taman. dalam hal ini
pemeliharaan RTH mencakup sepanjang jalan protokol Jalur Hijau Jalan
diharapkan agar RTH dapat terpelihara dengan baik. termasuk juga semua jalan
lingkar akan dimasukkan didalam lingkup program pemeliharaan nantinya.

Harapan kami dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran agar

Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri yang diharapkan dapat mengembangkan RTH

jalan lingkar. Untuk Dinas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran yang akan melaksanakan pemeliharan dan perluasan RTH publik

kedepannya.

Berkaitan dengan perubahan yang diharapkan dari Kepala Dinas Kebersihan

Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yaitu dengan mewujudkan
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kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana
perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Untuk pembangunan diarahkan
kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan
lingkungan. dengan gambaran dilapangan menujukkan adanya usaha meningkatkan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang mengarah pada pemenuhan
kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan konsep pembangunan yang
berwawasan lingkungan sehingga masyarakat perkotaan dapat merasakan kenyamanan
kotanya. Beberapa bentuk dilapangan dengan dibangunnya beberapa taman kota dan
lingkungan, peramajaan jalur-jalur hijau jalan protokol serta penataan taman kota
lingkungan yang telah tersedia sebelumnya.

Pernyataan yang disampaikan kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Nunukan, pada tanggal 19 April 2016
dalam kutipan wawancara menjelaskan perubahan yang diharapkan pemerintah yang
berkaitan dengan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah:

Mengenai orientasi penataan ruang diharapkan program kebijakan pemerintah

dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan akan berdampak dikemudian

hari yaitu dengan terwujudnya suatu kota yang sehat, nyaman sebagai tempat
tinggal. kota yang menarik dan produktif dan kota berwawasan lingkungan.

Dengan perwujudan Kota Nunukan sebagai kota yang berwawasan lingkungan,
Maka pemerintah Kabupaten Nunukan melalui instansi terkait memberikan perhatian
lebih pada masalah ketersediaan RTH kota. Pemerintah melaui salah satu instansi
Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang akan melaksanakan tugas dan
fungsinya terkait ketersediaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan melaksanakan suatu
kajian melalui Masterplan RTH Kabupaten Nunukan. Sehubungan dengan hal tersebut

Kepala Bidang Penatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan

menjabarkan dalam kutipan wawancara pada tanggal 10 April April 2016 menyatakan :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464 pdf
99

Penataan Ruang akan mengakomodir kebutuhan RTH Pulau Nunukan, karena
secara aturan memang telah mengatur bahwa RTH itu sangat penting bagi
perkembangan lingkungan kota. Untuk memberikan dasar aturan yang tegas
terkait dengan RTH tersebut. Bidang penataan ruang akan menyusun rancangan
kajian masterplan yang akan menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan
pemeliharaan RTH berdasar pada acuan Rancangan RTRW Kabupaten.

Pulau Nunukan memiliki kawasan perkotaan dengan luas 3.638 ha, RTH publik
sebelum adanya implementasi kebijakan pemerintah capaian RTH sekitar 7% dengan
Luasan 254,66 ha. dengan upaya pemerintah melaksanakan pemeliharaan RTH dan
sejak implementasi kebijakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan perda Kabupaten
Nunukan Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di Kabupaten Nunukan.
Dengan adanya kebijjakan terbut RTH mengalami peningkatan menjadi 9.03% dengan
luas 328.55 ha . Dari ketentuan dalam RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2012 — 2032
dan pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH, diamanatkan bahwa jumlah RTH yang
harus dicapai sesuai target sebesar 30% dari luas wilayah termasuk dari RTH publik dan
RTH privat, dalam hal ini dialokasikan 20% merupakan ruang terbuka publik dan 10%
sebagai ruang terbuka private. Untuk Kawasan RTH di Kabupaten Nunukan dapat di

lihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Luas Ruang Terbuka Hijau | Ruang Terbuka Hijau
No Kawasan Struktur Kawasan (Eksisting) (Rencana)

: Perkotaan Perkotaan | Perkotaan Luas Persentase Luas (Ha) Persentase
] ey | Hay | ) | TR %)
1 Nunukan PKW/PKSN 1,388 97.16 T 7.00 480.12 34.59
2 Sedadap PKW/PKSN 2,250 157.50 7.00 702.50 31.22

JUMLAH : 3.638 254,66 7.00 1.182.62 32.51

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan tabel di atas, Kawasan Perkotaan Pulau Nunukan sudah tersedia
RTH eksiting / saat ini. Apabila di lihat dan total RTH di Pulau Nunukan berjumlah

3.638,00 Ha, yang berarti hanya sekitar 7 % dari luas wilayah. Dengan perkembangan
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RTH publik setelah adanya kebijakan pemerintah mencapai sekitar 16%. Hal ini
menunjukan RTH di Kabupaien Nunukan belum iersebar secara merata maka dari itu
RTH di Pulau Nunukan masih belum memenuhi ketentuan dari UU Nomor 26 Tahun
2007 ketentuan 30% dari luas wilayah perkotaan. Adapun yang harus di penuhi sebesar
20% dan luas wilayah kawasan perkotaan RTH Publik. Untuk itu RTH publik Pulau
Nunukan masih kekurangan sebesar 14% dari luas wilayah kawasan perkotaan dengan
dasar itu maka pemeliharan RTH perlu ditingkatkan agar capaian RTH di Kabupaten
Nunukan bisa tersebar secara merata serta dapat memenuhi ketentuan RTH 30% untuk
kawasan suatu wilayah.
d. Letak Pengambilan Keputusan

Semakin Banyak Pusat-pusat pengambilan keputusan yag terlibat dan semakin
jauh jaraknya antara satu dan lainnya baik secara geografis ataupun organisasional,
semakin sulit kebijjakan dilaksanakan. Dalam pendekatan model top down, salah satu
adalah model Grindle, bertitik tolak pada perspektif bahwa keputusan-keputusan politik
atau kebijakan telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan administrasi

atau birokrat-birokrat pada level dibawahnya (Agustino.2008:140)

Hal ini diberlakukan implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya
pemerliharaan RTH di Pulau Nunukan. Jadi letak untuk pengambilan kebijjakan yang
ada berada tingkat kabupaten pada posisi level Kepala Dinas namun mesti dalam
pelaksanaan berada pada level bawah sesuai pernyataan yang disampaikan Kepala
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran pada kutipan wawancara

tanggal 25 April 2016 adalah sebagai berikut :

yang berhak memutuskan perlu atau tidaknya pemeliharaan RTH dilaksanakan di
Pulau Nunukan, dalam hal ini yang sangat berperan memutuskan RTH perlu
dipelihara adalah Bupati Selaku kepala Daerah, termasuk juga DPRD selaku
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Grindle dalam Wahab (2008:180) menyatakan bahwa syarat pokok bagi
implementasi kebijakan publik apa pun. harus mengalokasikan dana atau biaya yang
cukup setelah program aksi disusun. Lebih lanjut dikatakan oleh Wahab (2008:181)
kelancaran suatu proses implementasi kebijakan tertentu akan sangat bergantung pada
keputusan-keputusan pada tahap rancangan atau perumusan termasuk keputusan dalam
pengalokasian pendanaanyang memadal. Pada kesempatan lain Wahab (2008:88)
menegaskan lagi bahwa jika tingkat atas ambang pengalokasian program kebijakan
gagal sebelum dimulai. Sebaliknya pencapaian tingkat batas ambang pendanaan
memang dapat menunjang, sekalipun bukan jaminan suatu program bisa dimulai dengan
tepat dan benar.

2. Konteks Kebijakan

Isi atau muatan kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang diuraikan di
atas memjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau potensial
terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, penting untuk
melihat dan mempertimbangkan pada aspek konteks atau lungkungan seperti apa
implementasi kebijakan pemeliharaan RTH ini berlangsung.

a.  Kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat

Dalam proses implementasi adabeberapa aktor yang terlibat dalam penentuan
lokasi sumber daya publik yang akan dipergunakan. Perlu diperhitungkan pula kekuatan
dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat.
Interaksinya akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan.

Proses Implementasi kebijakan Penataan Ruang terbuka hijau di Pulau Nunukan
kajian pemeliharaan RTH yang melibatkan pihak yang akan mendukungnya sehingga

dapat berjalan efektif. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan
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Pemakaman dan Pemadan Kebakaran pada tanggal, 25 April 2016 dalam hal ini

menggambarkan alasan dukungan kepentingan-kepentingan yang ada dalam proses

implementasi Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
Dukungan pemerintah termasuk bupati sudah cukup baik dalam pelaksanaan
program pemeliharaan RTH untuk Dinas Kebersihan pertamanan dan pemadam
kebakaran termasuk tenaga teknis yang menyelenggarakan pemeliharaan RTH
cukup mendukung mendukung pemeliharaan RTH, diperlukan juga dukungan
dari peran serta masyarakat cukup kuat dalam mengembangkan dan memelihara
RTH dan diharapkan kepedualian masyarakat terhadap lingkungannya. Karakter-
karakter birokrasi terkait dalam mengelola RTH sangat mendukung pemeliharaan

RTH termasuk BLHD dan termasuk Forum Kesehatan Masyarakat (forkahat)
yang sangat mendukung dengan pemeliharaan RTH.

Mengingat Pemeliharaan RTH menjadi salah satu program kegaitan Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang sangat berguna untuk kesehatan
lingkungan, Oleh karena itu program ini mejandikan kota Pulau Nunukan akan menjadi
bersih, indah dan tertata dengan baik. Bahwa dengan adanya program pemeliharaan
RTH yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam
Kebakaran dapat mendorong Pulau Nunukan menajdi schat. Selain itu program ini
merupakan program yang selama ini termsuk program pemerintah yang menyentuh
langsung pada kepentingan masyarakat. Kepala Seksi Pertamanan dalam wawancara
pada tanggal 19 April 2016 menyatakan hal tersebut berikut ini:

Saya rasa semua pihak sangat mendukung terlaksananya program pemeliharaan
RTH ini. Dan harapan semua pihak yang berkepentingan dalah hal ini utamanya
masyarakat yang akan merasakan akan pentingnya RTH itu yang seharusnya
betul-betul dipelihara. Dari pihak eksekutif sangat mendukung terlaksananya
program ini dan bahkan pihak ecksekutif yang duduk sekarang ini medukung
sekali dengan mempersiapkan Anggaran tiap tahunnya agar pemehharaan RTH
tetap berjalan terus. untuk mencapai RTH 30% di Kabupaten Nunukan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Masyarakat setempat termasuk ketua RT

yang merasakan manfaat RTH yang disediakan pemerintah. Hasil wawancara pada

tanggal 20 April 2016 menyatakan :
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Program pemerintah dalam pemeliharaan RTH pada Jalur Hijau Jalan periu

ditingkatkan untuk mencapai RTH 30%. Dengan program pemerintah masyarakat

dapat merasakan hasilnya yaitu dengan menjadikan kota yang indah, bersih sehat
dan kota yang tadinya kelihatan gersang akan menjadi hijau, apabila RTH yang
sudah ada tidak diadakan pemeliharaan otomatis akan menjadikan kota yang

gersang. Program ini sangat berarti dan bermanfaat dalam kehidupan di

masyarakat, karena banyak sekali manfaatnya.

Pihak eksekutif maupun legislatif berada pada satu pendapat dalam implementasi
kebijakan ini. Kenyataan ini menjadikan implementasi pemeliharaan RTH in1 sebagai
sebuah kebijakan yang kecil kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Winarno
(2007:206) menyatakan bahwa fragmentasi pada struktur birokrasi menyebabkan
diperlukannya koordinasi karena wewenang dan sumber-sumber yang diperlukan dalam
proses implementasi kebijakan yang kompleks biasanya tersebar pada instansi atau
badan-badan yang ada.

Dukungan eksekutif dari lintas sektor lain terlihat jelas dari hasil pengamatan
seperti yang diungkapakan di atas. Bahwa untuk berjalannya pemeliharaan RTH dengan
baik perlu adanya dukungan Anggaran maka itu Kepala Bappeda dan Kepala Dinas
DKPPK serking melakukan koordinasi tentang dukungan perencanaan dalam
pemeliharaan RTH  kedepannya. Hal ini menegaskan bahwa paling tidak ada
keterlibatan berbagai kepentingan terutama eksekutif dalam implementasi kebijakan
yang memang semestinya harus didukung secara bersama.

Oleh karena itu Wahab (2008:186) menyatakan bahwa keterlibatan aktor-aktor
dalam sebuah implementasi kebijakan sedikit banyaknya akan ditentukan oleh muatan
program tersebut dan bagaimana bentuk pengadministrasian programnya. Setiap aktor
juga mempunyai kepentingan tertentu dan masing-masing akan berusaha mencapainya

dengan cara mengajukan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam implementasinya sebuah

kebijakan.
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Sehingga dukungan multisektor ini terutama legislatif, memberikan peluang bagi
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagai “Leading
implementor” untuk menguatkan kebijakan ini dengan aspek legal pada tingkat hierarki
legalitas lebih tinggi berupa Peraturan Daerah. Sehingga hal ini akan memberikan
manfaat terutama dalam menjamin penyediaan dengan penerapan sesuai dengan kaidah
sistem dan mempunyai kekuatan yang memaksa meskipun terjadi suksesi
kepemimpinan daerah.

b. Karakteristik rezim dan instusi

Sistem politik dan sistem ekonomi tertentu serta lembaga pelaksana juga
mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam haltingkat profesionalisme,
misi dan orientasi, dan sebagainya yang berinteraksi membentuk lingkungan yang juga
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

Suatau kepemimpinan kepala daerah menyediakan konteks kunci bagi
implementasi kebijakan. Dalam perjalanan kebijakan pemeliharaan RTH di pulau
nunukan dari tahun ketahun tetap terimplementasikan, dan paling tidak penyediaan
anggaraan dan sumber daya lain yang akan mendukung pemeliharaan RTH setiap
tahunnya berkesinambungan. Kebijakan Pemeliharaan RTH dilaksanakan oleh Bupati
yang terpilih dan efektifnya pemeliharaan RTH terlaksana setelah terbentuknya
peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 Kabupaten Nunukan tentang pengelolaan RTH.
Sejak itu pemelihraan RTH di Kabupaten Nunukan terlaksana dari tahun ketahun.
meskipun Kabupaten Nunukan mengalami pergantian kepemimpinan atau rezimen
maka lingkungan yang ada tidak boleh terpengaruh karena lembaga utama pelaksana
kebijakan pemeliharaan RTH yaitu dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran beserta jaringannya.
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Pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman
dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 25 April 2016 terkait dengan aktor kunci dalam
implementasi dan keberlanjutannya menyatakan hal teresbut:

Dalam hal ini yang pasti pengambil keputusan terlaksananya program

pemeliharaan RTH adalah termasuk Bupati. Termasuk juga instansi teknis yang

terkait, kemudian masyarakat itu sendiri merupakan salah satu faktor kunci.

Sedangkan kalau melihat dari karakteristik lembaga terutama Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran maka ada beberapa pembenahan yang dilakukan
untuk mencapai implementasi yang optimal. Baik itu Pembenahan dalam hal
pelaksanaan pekerjaan dilapangan maupun dengan dukungan sarana dan prasarana,
perlindungan kesehatan kepada pekerjaanya dan kerjasama lintas sektor. Serta
pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas
kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, maka baik secara
langsung maupun tidak langsung pendayagunaan sumber daya tersebut akan
menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan
pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang
ada diungkapkan kepala seksi pertamanan dalam wawancara pada tanggal 19 April
2016 mengungkapkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan RTH dalam mencapai hasil yang

optimal harus didukung dengan sarana prasana dan Anggaran serta kesadaran bagi

masyarakat akan pentingnya RTH serta upaya ditempuh untuk mencegah dan
mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan tersebut, namun sejauh ini
dipandang masih belum cukup mampu dalam mengimbangi laju penurunan
kualitas lingkungan yang terjadi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta
berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan

penanganan permasalahan lingkungan tersebut belum mencapai hasil yang
optimal.

Melihat hal tersebut maka diperlukan upaya pentingya sosialisasi RTH agar

masyarakat sendiri itu sadar akan pentingnya RTH bahwa dengan menjaga keindahan
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tanaman, baik itu taman dilingkungan kota, perumahan atau pemukiman, perkantoran

dan taman lainnya termasuk tanggung jawab kita bersama.

Berkaitan hal ini upaya pengelolaan lingkungan harus dilakukan sebagai upaya
bersama dari semua pihak yang terkait yang menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan
peran semua unsur pemerintah, dunia usaha serta masyarakat yang dilandasi oleh
kesadaran penuh untuk terus memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan guna
menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan yang merupakan kepentingan rakyat oleh
karenanya lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi
lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

c.  Aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau
Nunukan harus dilihat pada aspek kemauan dan kemampuan pelaksana pemeliharaan
memahami apa tuntutan masyarakat. kepekaan terhadap ketidakpuasan yang
berkembang dan berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tuntutan
masyarakat.

Wahab (2008:188) menyatakan bahwa sisi lain darn pencapailan tujuan- tujuan
program dalam sebuah lingkungan adalah daya tanggap. Idealnya instansi atau lembaga
publik pemberi layanan haruslah tanggap terhadap kebutuhan pihak-pihak yang mereka
anggap sebagai penerima manfaat. Tanpa daya tanggap selama proses implementasi,
maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan sebuah

program.
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Daya tanggap yang dimaksud tersebut harus didahului dengan adanya kepatuhan
pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan implementasi sebuah program atau kebijakan.
Kepatuhan pemerintah terhadap implemetasi kebijakan terhadap pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan seperti yang dismpaikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadan Kebakaran Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

Untuk pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 dengan Program

Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan pada dasarnya pemerintah cukup patuh

melaksanakannya.dengan kegiatan pemeliharaan dijadwalkan tiap hari diadakan

perapihan taman,pemangkasan pohon yang kira-kira yang menggangu lalulintas
dan penyiraman taman dilaksanakan tiap sore hari.

Penilaian kepatuhan bisa berbeda antara setiap pekerja lapangan yang diyakini
sebagai konsistensi pada pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam juknis
atau juklak yang disusun. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara pada tanggal 19
April 2016 dengan kepala seksi pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman
dan Pemadam Kebakaran kabupaten Nunukan sebagi berikut :

Melihat keterkaitan dengan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan pemeliharaan

RTH, Sejauh ini pekerja berusaha mengikuti Juknis dan Juklak yang sudah

diberikan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran. Terus pemerintah sendiri berupaya memelihara RTH dengan baik

bahkan DKPPK berencana akan menambah luasan RTH dari yang ada sekarang.

dan pemerintrah kedepannya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
bahwa betapa pentingnya RTH itu.

Hal yang sama disampaikan pengawas taman dalam wawancara pada tanggal 20
April 2016 dengan pernyataan sebagai berikut:

Juknis yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran kita harus patuh melaksanakannya misalnya selama saya bekerja

sebagai pengawas terkadang pekerja lapangan dalam melaksanakan tugasnya

dilapangan belajar secara otodidak baik itu pemangkasan tanaman maupun dalam

penanggulangan hama penyakit tanaman dalm haltersebut pekerja cukup patuh
melaksanakan pekerjaan walaupun itu bekerja secara otodidak dilapangan.
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Setelah mengetahui kepatuhan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan maka
diperlukan penilaian terhadap daya tanggap pelaksana implementasi ini. Menurut
Kepala Dinas DKPPK Kabupaten Nunukan, bahwa daya tanggap atau responsifitas
program pemeliharaan RTH ini harus diukur dengan sebuah instrumen yang asumsikan
dari terlaksananya pemeliharaan RTH dengan baik.

Dengan demikian dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH ini dituntut
untuk menciptakan situasi kondusif dan menjamin adanya respon yang memadai.
Karena ini memungkinkan dukungan dan umpan balik selama implementasi program
dan pada saat yang sama mengusahakan kontrol terhadap sumber daya dalam
pencapatan tujuan yang telah ditetapkan (Wahab.2008:188)

Hanya saja untuk melihat pencapaian keberhasilan implementasi ini. yang
nantinya berguna sebagai instrumen umpan balik atau monitoring dan evaluasi maka
perlu disiapkan alat ukur yang lebih spesifik yang dapat mengukur implementasi
kebijakan ini. Istrumen yang disusun ini minimal nantinya akan memberikan gambaran
terhadap implementasi kebijakan ini dalam pemeliharaan RTH.

C. PEMBAHASAN
1. Tentang Perda DKPPK
Adapun Peraturan Daerah yang diusulkan dan dibuat oleh Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Nunukan melalui
Bupati Kabuapten Nunukan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Nunukan

dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah termasuk Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Daiam peraturan

daerah tersebut pemanfaatan RTH, meliputi :
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a. Kawasan hijau taman kota, pemanfaatannya lebih di fungsikan sebagai taman
dengan aneka ragam vegelasi sekurang — kurang 80 % (delapan puluh persen) dan
luas areal harus di hijaukan.

b. Kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, berfungsi sebagai taman kota
yang ditanami jenis tanaman tahunan.

c. Kawasan rekreasi kota, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatanya sebagai
tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, dengan keaneka ragaman vegetasi.

d. Kawasan hijau pemakaman, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatanya
sebagai taman pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta.

e. Kawasan hijau permukiman, perkantoran, dan sekolah berfungsi sebagai resapan air
dan keseimbangan lingkungan.

f. Kawasan hijau jalur jalan / sungai, berfungsi sebagai resapan air dan pengendalian
kualitas udara.

Pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk jalur hijau taman milik pemerintah di kelola

oleh pemerintah kabupaten. dan taman yang ada di pekarangan rumah, perkantoran,

hotel/penginapan, rumah makan/restoran, sekolah, rumah sakit, pertokoan, rumah susun

serta rumah ibadah di kelola oleh masing-masing pemilik. Dalam penyediaan RTH di

kategorikan sebagai berikut :

a. Perumahan pribadi sebesar minimal 10 % (sepuluh persen dan luas persil)

b. Developer atau pengembang perumahan sebesar minimal 20 % (dua puluh persen)
dari luas persil.

c. Perkantoran, hotel / penginapan, rumah makan / restoran, sekolah, rumah sakit,
rumah susun, rumah ibadah, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta /

masyarakat sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
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wakil rakyat yang berperan dalam tugasnya menampung aspirasi dan
permasalahan - permasalahan yang dihadapi di masyarakat. untuk itu dari sisi
pemerintahan sendiri yang berhak memutuskan dilaksanakannya pemeliharaan
RTH yaitu berada pada sisi atau level paling bawah termasuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah termasuk DKPPK pelaksana program pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan. dengan program pemeliharaan RTH dilaksanakan harus didukung
dengan Anggaran dan untuk keperluan Sarana dan prasarananya.

Jadi implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH 1ni
dijamin akan dilaksanakan pada level Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan. Hanya saja beberapa masalah tetap terjadi terkait
dengan pemeliharaan RTH. yaitu terkait dengan kutipan hasil wawancara Kepala Seksi

Pertaman pada tanggal 19 April 2016:

Didalam pengelolaan RTH pada Dinas DKPPK termasuk Pulau Nunukan yang
menjadi permasalahan pada pelaksana program pemeliharaan RTH adalah
kurangnya sarana dan prasarana, maka dari itu perlu dukungan dari pemerintah
untuk penambahan peralatan untuk menunjang terlaksananya pemeliharaan
dengan baik. Permasalahan yang kedua yaitu minimnya anggaran pemeliharaan
sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan dan
termasuk masalah SDM pengawas taman dan pekerja yang kurang memahami
cara memelihara RTH dengan baik maka dari itu perlu adanya pelatihan untuk
pengawas taman dan terus perlu merekrut latarbelakang pendidikan untuk
pengawas sesuai bidang ilmunya dipertamanan.

Hal ini diakui juga oleh koordinator pengawas taman pada Dinas Kebersihan
Pertaman dan Pemadam Kabakaran Kabupaten Nunukan dan permasalahan itu lebih
disebabkan oleh kurangannya sumberdaya terutama pada tenaga pengawas taman
dilapangan. Berikut pernyataan dari Koordinator Pengawas taman dalam kutipan

wawancara pada tanggal 19 April 2016 menyatakan:

Dalam hal merekrut pekerja atau pengawas lapangan yang nantinya akan
menjalankan pemeliharaan RTH maka itu tenaga kerja yang dipasang dilapangan
adalah pekerja yang siap kerja dan mempunyai latarbelakang pendidikan sesuai
dengan yang dibutuhkan.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya masalah RTH  terkait dengan

kondisi letak pengambilan keputusan dengan berbagai pihak, Kepala Dinas melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464.pdf
102
sekst pertamanan akan menempatkan beberapa pengawas lapangan dengan tugas pokok
adalah mengawasi para pekerja taman dilapangan yaitu dengan memberikan arahan
kepada pekerja bagaimana cara memelihara taman dengan baik serta bagaimana cara
pembibitan dengan baik. Pengawas lapangan melakukan pekerjaan sesuai yang tugas
pokok yang terterah dalam Surat Keputusan dari masing-masing pengawas. Meskipun
demikian, kondisi seperti ini pengawas lapangan harus lebih aktif melakukan koordinasi
dan komunikasi kepada atasan mengenai permasalahan dilapangan. atau paling tidak
perlu adanya pembentukan suatu tim dengan keanggotaan yang secara berkala dan
teratur melakukan evaluasi terkait dengan implementasi kebijjakan pemerintah dalam

upaya pemeliharaan RTH dikabupaten Nunukan.

e.  Pelaksana program Pemeliharaan RTH

Pelaksanaan program atau staf pengawas taman dilapangan dalam implementasi
kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH ini menjadi sangat penting, sebab
mereka merupakan sumberdaya dengan kapasitas teknik keahlian tertentu yang bisa
mempengaruhi proses implementasi. Keberhasilan program ditentukan oleh derajat
kapasitas, dedikasi, dan komitmen dari pelaksana program yang diperlukan dalam
menjalankan kebijakan.

Berdasarakan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertaman dan Pemadan
Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Upah Tenaga Honor Lepas /
Tidak Tetap Sebagai pekerja lapangan pada bidang pertamanan di lingkungan Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun
Anggaran 2016, dengan kegiatan Pemeliharaan RTH di lingkungan Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pemadan Kebakaran tahun nggaran 2016. Disampaikan dalam kutipan
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hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran
pada tanggal 25 April 2016 berikut:

Pada intinya program pemerintah dengan melaksanakan kegiatan kebijakan
pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH sudah tepat sasaran dan sudah
berjalan dengan baik dan didukung jumlah pegawai yang cukup diantaranya
adalah PPTK 1 Orang, Koordinator lapangan 4 Orang, dan pengawas lapangan
12 orang. Program pemeliharaan ini kurang didukung dengan sapras. Terus
mengenai dengan anggaran yang paling banyak menyerap itu dari operasional di
lapangan. Untuk itu harapan kedepanya bahwa pemeliharaan RTH  perlu
ditingkatkan agar RTH di Pulau Nunukan betul-betul kelihatan Hijau. penyiraman
taman-taman dijalan protokol termasuk jalur hijau jalan perlu ditingkatkan.

Hal yang diungkapkan tersebut diatas sebenarnya merupakan jawaban dari
kewatiran terhadap kurangnya tenaga staf pelaksana dilapangan seperti diungkapkan
oleh Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
dalam kutipan wawancara pada tanggal 19 April 2016 terkait dengan peningkatan
pemeliharaan RTH:

Dalam Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan RTH pada sisi ruas jalan dengan

wacana adanya peningkatan untuk penambahan Luasan RTH diwilayah

kecamatan Nunukan Selatan maka akan membutuhkan tambahan tenaga pekerja
dan pelaksana lapangaan yang akan bertugas untuk mengawasi kegitan-kegiatan
pemelihraan tersebut.

Terus ditinjau dari sisi kepatuhan pelaksana atau implementor menjalankan
petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemeliharaan RTH seperti yang dikemukakan
kepala Dinas Dinas Kebersithan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran kutipan
wawancara pada tanggal 25 April 2016 menyatakan :

Terkait dengan pemahaman terhadap pelaksana teknis lapangan mengenai

pemeliharaan tidak ada masalah. rata-rata juknis yang ada tentang tata cara

pelaksanaan RTH sudah dikuasai pelaksana lapangan dan juknis tersebut berjalan
dengan baik. Terkait dengan mengenai kepatuhan pekerja atau pengawas lapangan
bahwa dalam melakasanakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan saya rasa
pengawas dan pekerja cukup patuh melaksanakan pekerjaan yang di amanatkan.
untuk dari sisi masyarakat dan pemerintah sendiri cukup patuh dalam

melaksanakan peraturan-peraturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang
pengelolaan RTH. Patuh dalam arti pekerja melaksanakan tugas keseharian
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dengan memotong rumput, pengemburan tanaman, pemupukan, pembibitan dan

penyiraman taman tiap hari utamanya taman-taman perkantoran dan taman pada

jalur hijau jalan.

Kepatuhan pelaksana atau staf pengawas lapangan terhadap juknis mengenai
pengelolaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan cukup baik seperti dikemukakan
pengawas taman dalam kutipan wawancara pada tanggal 20 April 2016 yang
menyatakan:

pekerja taman dalam melaksanakan tugas setiap hari sangat cukup patuh

menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan yaitu dengan melaksanakan

pembibitan, pemotongan rumput, pemupukan tanaman, penyiraman tanaman, dan
melaksanakan penataan dan pengembangan tanaman milik pemerintah serta
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan diperkotaan.

Untuk pelaksanaan pemeliharaan ini pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan
pemelihraan RTH ini perlu didukung dengan tenaga terampil dibidang taman serta
profesional walaupun sekarang ini tenaga-tenaga yang ada cukup patuh dan mendukung
dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. Winarno (2007:189)
menegaskan bahwa seringkali terjadi staf yang profesional disediakan dalam jumlah
sangat kecil. yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan schingga
mengakibatakan ketidak efektifan proses implementasi. Lebih lanjut Edwar dalam
winarno (2007:189) menyatakan bahwa kekurangan pemenuhan staf ini disebabkan
faktor keraguan dalam memperluas birokrasi oleh karena penyalahgunaan kekuasaan
oleh pejabat publik.

Mencermati hal ini maka dituntut pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang lebih
insentif pada tugas dan fungsi terkait implementasi kebijakan Pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan. Oleh karena itu Wahab (2008:75) menyatakan bahwa implementasi

sempurna menuntut adanya badan pelaksana tunggal (Single agercy) yang dibentuk

untuk mengemban keberhasilan misi kebijakan tersebut dan tidak tergantung pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464.pdf
105

badan - badan lain. Walaupun dalam praktek harus melibatkan badan - badan/instansi
lain maka hubungan ketergantungannya harus pada tingkat minimal.

Kemudian dalam hal ini Wahab (2008:110-112) menyatakan bahwa hasil sudi
implementasi menyarankan rancang bangun kebijakan dan rancang bangun organisasi
sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersama.

f. Sumber Daya

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan diharapkan dalam menyediakan
berbagai sumberdaya pendukung demi untuk menunjang akan keberhasilan
implementasi tersebut diantaranya adalah mengenai Anggaran, tenaga staf atau
pelaksana lapangan yang berkompeten melaksanakan tugasnya, dan termasuk fasilitas
lain yang dianggap bisa mendukung efektifitas sebuah  implementasi
(Winarno,2007:181). Semakin banyak sumberdaya yang dibutuhkan untuk menunjang
implementasi kebijakan semakin sulit kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebaliknya
semakin kecil sumberdaya yang dibutuhkan maka implementasi kebijakan semakin
mudah.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ini disediakan Anggaran pemeliharaan RTH
untuk mendukung pelaksanaan implemetasi setiap tahun dalam jumlah semakin besar.
Berikut pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
dalam kutipan wawancaranya yang dilukukan pada tanggal 25 April 2016 :

Didalam pelaksanaan pemeliharaan ini didukung dengan Pendanaan cukup besar .

Alhamdulillah untuk mengenai anggaran khusus pemeliharaan RTH sudah

diakomodir mulai dari anggaran operasional termasuk anggaran untuk membeli

perlatan dan memperbaiki peralatan yang rusak dan termasuk anggaran untuk
menggaji para pekerja dilapangan. Pemeliharan RTH tidak akan berjalan tanpa
ada dukungan anggaran dari pemerintah, Dalam hal ini yang termasuk bagian

wilayah pemeliharan RTH yaitu: Kantor Bupati Nunukan, RSUD Nunukan,
Taman KPN, dan termasuk pada Jalur Hijau Jalan di Pulau Nunukan.
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Penyediaan dana dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam hal upaya
pemeliharaan RTH dilakukan setiap tahun oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran melalui suatu dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebelum
diterbitkan Dokumen anggaran tersebut maka dilakukan perencanaan anggaran oleh
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadan Kebakaran Kabuapaten Nunukan dengan
usulan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Mengenai hal
tersebut maka pernyataan disampaikan Kepala Seksi Pertamaman Dinas Kebersihan
Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara pada
tanggal 19 April 2016 menyatakan:

Kami menggunakan RKA - DPA Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan

kegiatan pemeliharaan RTH itu sendiri dalamhal ini APBD I murni dari

Anggaran Kabupaten Nunukan dengan Sistem Pelaksanaan Pemeliharaan dengan

Swakelola.

Dalam hal pemeliharaan ditunjang besar atau kecilnya anggaran bergantung pada
besarnya pendapatan aslt daerah. Anggaran biaya ini merupakan faktor pembatas yang
sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Penyusunan suatu anggaran
biaya pemeliharaan perlu dilakukan secara rinci dan teliti sehingga dapat menghasilkan
pemeliharaan yang maksimal. Penyusunan anggaran biaya tersebut disusun berdasarkan
luas wilayah jalur hijau jalan dan taman yang akan dipelihara. standar biaya tenaga
kerja. kelengkapan dan efektivitas peralatan pemeliharaan. serta bahan habis pakai.
Untuk penganggaran dibuat dalam kode rekening belanja yang termuat dalam RKA.
Dari perencian anggaran pemeliharaan diperoleh total anggaran pemeliharaan pada
tahun 2016 dalam APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 3.592.756.000,00 (Tiga

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu

Rupiah)
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prasarana serta faktor alam menjadikan tanaman yang indah rapi dan subur tdak dapat
dinikmali secara maksimal adapun hambatan yang dimaksud sebagai berikut :
a.  Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan,
sehat ,cerdas dan sejahtera. Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas
sumber daya manusia sehingga masyarakat Nunukan memiliki tingkat pendidikan dan
derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai
keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri. Dalam hal ini
Pengetahuan Pengawas dan Pekerja mempunyai keterbataasan dalam sumber daya
manusia yang menjadikan kemampuan dalam mengelola tanaman berbeda beda hasil
taman yg dibuat. bahkan mengelola pekerja tidak berfungsi secara sistimatik antara
pengawas dengan pekerja dalam memanajemen pekerjaan sehari-harinya. Susuai
dengan kutipan wawancara dari pengawas lapangan pada tanggal, 26 April 2016
menyatakan:
Kemampuan pengawas dalam mengawasi para pekerja di bahu jalan tepatnya
lokasi pada posisi jalan sungai bilal- jalan sungai fatimah menyatakan dalam hasil
pengawasannya bahwa kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugasnya
memotong rumput dibahu jalan sangat kurang baik itu disebabkan para pekerja
kurang memahami cara memotong rumput yang tepat maka dari itu pemerintah
perlu megadakan pelatthan kepada peckerja dan pengawas agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik. sedang pengawas taman alun-alaun dan
median jalan selama ini melaksanakan tugas dilapangan bekerja secara otodidak
baik itu pemangkasan tanaman maupun dalam penangulangan hama penyakit
tanaman menjadi tanggung jawab kerjanya.
Masyarakat dalam hal ini keikutsertaan menjaga dan mengamankan tanaman yang
ada sangat kurang bahkan merusak tanaman yang ada dan sering ditemukan

dilapangan, maka dari itu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut perlu diadakan

sosialisasi kemasyarakat akan pentingnya taman RTH tersebut.
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b. Sarana dan Prasarana

Pengawas dan pekena dalam melaksanakan tugas memelihara taman selama im
sering mengalami kekurangan sapras dilapangan baik itu alat-alat maupun bahan
pendukung dalam memelihara taman maka dari itu pemerintah dalam hal ini perlu
mendukung anggaran pemeliharaan RTH. Berdasarakan hasil wawancara dengan kepala
seksi pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan, pemakaman dan pemadan
kebakaran.pada tanggal, 28 April 2016 menyatakan :

Bahwa dalam pengelolaan RTH dikantor DKPPK untuk wilayah Kecamatan

Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan yang menjadi permasalahan

dilapangan adalah mengenai Sarana dan Prasaran yang masih kurang dan perlu

penambahan misalnya mobil penyiraman 1 buah agara pelaksanaan penyiraman
lebih efektif karena dilapangan yang beroperasi hanya 1 mobil mewakili dua
kecamatan. Dan permasalahan yang kedua yaitu perlu dukungan anggaran
pemeliharaan pemerintah karena tanpa adanya dukungan anggaran berdampak
terhadap kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan RTH di Kabupaten

Nunukan.

D1 perjelas dengan pengawas lapangan yang menyatakan dalam wawancaranya
pada tanggal, 26 April 2016 sebagai berikut :

Bahawa sekarang ini sapras di DKPPK mengenai peralatan mesin pemotong

rumput dan logistik kondisi suku cadang terkadang mengalami kekurangan

utamanya yang muda rusak.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH terkadang dilapangan ada alat dan bahan
yang sering mengalami kekurangan adalah sebagai berikut : Suku Cadang Mesin Potong
rumput, Tasi, Pupuk , racun, penyiraman, lahan taman guna peningkatan penyebaran
ruang terbuka hijau secara umum yang belum merata .

c.  Pengaruh faktor alam
Setiap pekerja dalam melaksanakan tugas keseharian memelihara taman RTH

sudah teratur dengan mengikuti penjadwalan dan struktur pengawasan melekat terhadap

pekerja dan lokasi pekerjaan secara berkesinambungan, Jenis pekerjaan pemeliharaan
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yang dijadwalkan adalah termasuk pemeliharaan yang rutin dilaksanakan yaitu pentaan
lamanan, pemangkasan rumput dan semak, peyiraman, perawalan dan pengomposan.
Kegiatan pemeliharaan yang teratur akan dapat menghasilkan suatu pemeliharaan yang
baik, rapi,dan bersih sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan kota
serta keindahan jalur hijau jalan. Terkait dengan hasil wawancara pengawas lapangan
pada tanggal, 26 Aapril 2006 menyatakan:

Koordinator lapangan menyatakan bahwa sulitnya mendapatkan air di saat musim

kemarau karena tempat tempat pengambilan air lebih mengutamakan kebutuhan

masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari

Namun kesemuanya ini tidak dapat dihindari faktor gangguan alam yang sering
juga muncul dan merupakan hal yang harus dilalui misalnya saja kemarau
berkepanjangan membuat bidang pertamanan harus bekerja ekstra meningkatkan
penyiraman secara maksimal dan sulitnya mendapatkan air untuk dipakai menyiram
tanaman. Musim hujan juga memberikan dampak yang sangat memerlukan pekerjaan
ekstra dan tidak bisa maksimal karena kondisi hujan pekerja banyak tidak turun kerja,
dari hujan juga banyaknya tanaman kadang tumbang dan rumput cepat tumbuh jadi
inilah terkadang menjadikan target perawatan dan pengawasan tidak maksimal.
8. Upaya-Upaya Pemerintah Mengatasi Hambataan Dalam Pemeliharaan RTH

Dengan melihat hambatan-hambatan diatas pemerintah mencoba menekan
hamabatan yang dimaksud dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:
a.  Sumber Daya Manusia

Manusia (Pengawas, Pekerja dan Masyarakat) untuk pengawas dan pekerja
lewat bidang pertamanan melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan landscape dan ini sangat

membantu namun di karenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi maka
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tidak semua pekerja diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut,

Dengan kutlipan wawancara pengawas lamanalau koordinalor lapangan pada

tanggal, 26 April 2016

Untuk terlaksananya pemeliharaan dengan efektif maka koordinator
lapangan baik pengawas dan pekerja perlu diberi bekal pengetahuan agar
dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan hasil maksimal maka perlu
diadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terhadap pengawas
pemeliharaan RTH dilapangan.

Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia
sehingga masyarakat Nunukan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan tetap
memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi
masyarakat mandiri, Untuk masyarakat pihak bidang pertamanan melaksanakan
kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan terjun langsung kemasyarakat. Dengan
tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tetntang pentingnya RTH. Hal
semacan ini juga untuk tahun ketahun perlu dilakasanakan dengan memberikan
pencerahaan kepada masyarakat apa manfaaat dan fungsi RTH. Namun dalam
pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran. Ungkapan Kepala
Dinas Kesebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadan Kebakaran pada tanggal 28
April 2016 menyampaikan :

Dalam kegiatan pemeliharaan RTH perlu adanya kegiatan sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH.
b.  Sarana dan prasarana

Dalam hal ini pemerintah tiap tahun telah menyiapkan anggaran pemeliharaan
dan pembibitan namun seiring dengan peningkatan luas lahan ruang terbuka hijau dan

kebutuhan dilapangan dan tuntutan dari pengawas dan pekerja terkadang masih

mendapatkan kekurangan sapras utamanya dalam menanggapi kerusakan alat
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dilapangan yang tidak terduga, begitu pula transportasi atau mobilisasi pekerja dilokasi
pekerjaan penyiraman dengan jumlah kendaraan masih kurang.disampaikan Kasi
pertamanan dalam wawancara pada tanggal 28 April 2016 adalah:
Untuk kelancaran pemeliharaan RTH berjalan dengan efektif maka dari itu
pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran yang cukup untuk sapras bidang
pertamanan.
¢. Alam
Bidang Pertamanan dalam menangulangi masalah ini sangat sulit dikarenakaan
bukan keinginan dan datangnya tidak terduga namun dalam hal ini tetap menjadi
proritas penanganannya pohon yang tumbang taman yang cepat tumbuh (gulma) serta
kemarau yang membuat tanah pada kering. Disampaikan oleh koordinator lapangan

dalam wawancara pada tanggal 26 April 2016 dilapangan menyatakan :

Apabila dimusim kemarau kita harus menyediakan kendaraan tambahan untuk
penyiraman dan cadangan air tersedia.

Adapun tindakan yang dilaksanakan oleh bidang pertamanan adalah membentuk
tim yang mana didalamnya ada pengawas dan pekerja, bekerja maksimal tidak
mengenal kapan dibutuhkan segera turun dilapangan guna menangani masalah pohon

tumbang untuk dibersihkan, memotong rumput serta melakukan penyiraman.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 mengenai
pengelolaan RTH dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun

2012 -2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan.

Impelementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan kurang maksimal, Pihak Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran menyadari bahwa dalam pemeliharaan RTH banyak
mengalami hambatan sementara dari masyarakat juga melihat dari realita
kondisi RTH yang ada sekarang ini kurang terpelihara dengan baik.
Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada
dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten
terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu: (1) Kurangnya
Sumber daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas, (2) keterbatasan
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sumber dana, (3) Sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung
operasional dalam melihara RTH di Pulau Nunukan, (4) kurangnya kesadaran
warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan dan masih
minimnya RTH taman yang diperuntukkan untuk umum. Untuk kinerja
pengawas dan pekerja RTH di lapangan dalam menyelesaikan tugasnya
dinilai kurang dan masih perlu di tingkatkan. (5) Penyebaran RTH di
Kabupaten Nunukan secara umum belum merata.

3. Upaya-upayayang dilakukan dalam pemeliharaan RTH antara lain: (1)
Identifikasi penataan dan Pemeliharaan RTH melalui peningkatan kualitas
RTH pada lahan yang ada, (2) Dengan adanya pemanbahan luasan RTH maka
perlu juga penambahan sarana dan prasarana tenaga operasional dilapangan,
(3) Pengajuan untuk penambahan anggaran guna mendukung terlaksananaya
pemeliharaan RTH dengan baik kedepannya, (4) Meningkatkan komunikasi
dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pemeliharaan
RTH, (5) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran perlu
meningkatkan suatu pola-pola kemitraan terhadap berbagai Stakeholder
tentang pengelolaan RTH, (6) perlu adanya penambahan tenaga pengawas
lapangan yang profesional dibidang taman dan perlu diikutsertakan
pelatihan bagi pengawas mengenai tata cara pemeliharaan taman dengan baik.
dan sistem keorganisasian kedinasan juga dinilai baik dan masih perlu

ditingkatkan lagi.
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B. Saran

Kegiatan penelitian penting dilakukan karena dapat memberikan manfaat
dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme
peneliti di bidang kebijakan publik. Pengalaman yang didapatkan selama meneliti
dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan berikutnya.
Berdasarkan kesimpulan yang diambil, saran yang kiranya dapat menjadi
masukan yang dapat diberikan kepada Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran termasuk yang mengelola RTH pada Jalur Hijau jalan dan
taman publik di Pulau Nunukan adalah sebagai berikut:

1.  Pengelolaan taman harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk itu
Pemerintah Kabupaten Nunukan harus lebih mengintensifkan pada
pengawasan dengan memantau secara langsung pelaksanaan pemeliharaan
RTH dikarenakan masih banyak Kawasan RTH yang digunakan tidak sesuai
peruntukkannya.

2. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu memperhatikan keselamatan bagi
Pekerja taman khususnya bagi pekerja taman yang bertugas pada
pemeliharaan RTH disisi jalan. Perlu diadakan pelatihan bagi pengawas

agar dalam melaksanakan pengawasan RTH lebih maksimal.

3.  Perlu adanya penambahan luasan taman RTH di Pulau Nunukan yang
diperuntukkan untuk umum agar ketentuan RTH 30% sesuai dengan yang
disyaratkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Terkait dengan penambahan RTH
diutamakan pada taman publik dan pemerintah mempertimbangkan RTH

yang sudah ada, sehingga nantinya RTH kedepanya bisa lebih merata.
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4.  Kurangnya publikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten , untuk itu
pemerintah harus lebih berperan aktif dalam pemeliharan RTH melalui
publikasi, sosialisasi atau promosi pada berbagai media. dan untuk itu
masyarakat Kabupaten Nunukan harus lebih berperan aktif dalam
memelihara RTH dan harus lebih giat melaksanakan aksi peduli lingkungan
sehat di kabupaten Nunukan.

5. Pemerintah Kabupaten harus bekerjasama dengan seluruh unsur lapisan
masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan RTH dan pemerintah harus
bisa merangkul dan bekerjasama baik dengan komunitas, ormas, Forum
Kesehatan Masyarkat (forkahat), atau L.SM.

6.  Kurangnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau

Nunukan.
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Pedoman wawancara mengarah pada pendekatan Teori Grindle (1980)

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Isi Kebijakan

1. Apa Kepentingan - kepentingan yang melatarbelakangi dari
Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan? Siapa saja mereka (yang memiliki
kepentingan itu)?

2. Bagaimana Anda melihat manfaat yang dihasilakan dari berbagai pihak
dalam penerapan pemeliharaan RTH ?

3. Perubahan apa yang diharapkan dengan dilaksanakan program
Pemeliharaan RTH?

4. Dalam konteks pemliharaan RTH, siapa yang memutuskan perlu
tidaknya kebijakan ini termasuk berkelanjutan?

5. Bagaimana dengan keputusan tentang pengelolaan RTH dan masalah
teknis lainnya?

6.  Apakah pelaksanaan program pemeliharaan RTH sebelumnya sudah
tepat?

7. Bagaimana operasionalisasi kebijakan pemeliharaan RTH yang
diterapkan isntanst ini?

8.  Apakah disediakan Anggaran Khusus untuk mendukung untuk
Pemeliharaan RTH dalam penyusunan APBD? Bagaimana perencanaan
dan penganggaran dilakukan?

9. Siapa vyang saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan?

i dalam implementasi Kebijakan Pemeliharan
RTH di Pulau Nunukan? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut?
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B. Konteks Implementas
1. Bagaimana dukungan pimpinan dalam implementasi ketentuan ini? Dengan

melihat ketentuan ini sebagai peluang untuk lebih intens mendekatkan
mereka dengan mayarakat?

2. Bagamaimana dengan kelompok kepentingan yang lain?
Bagaiman dukungan pimpinam terhadap pemeliharaan RTH ini?

4. Bagaimana  karakter  birokrasi yang ada  terkait  dengan
pengelolaan/implementasi pemliharaan RTH?

5. Bagaiaman kepatuhan aparatur dalam menjalankan ketentuan ini?

6. Apakah anda nilai aparatur cukup responsif dalam melakukan pemeliharaan

RTH?
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Lampiran:
SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

Sumber Informen : Dr. Andi Akhmad
Instansi : DKPPK

Jabatan : Kepala Dinas
Tanggal wawancara : 25 April 2016
Jawaban :

1. Kepentingan yang melatar belakangi adalah dalam hal ini sebenarnya buat
apa sih RTH itu dipelihara bahwa dalam menentukan Kabupaten Nunukan
yang schat itu perlu adanya RTH dan kita ketahui RTH ini sangat
berdampak dalam kehidupan yang nyaman dan sehat. Yang
berkepentingan dalam pemeliharaan RTH adalah hampir semua
Stekholder namun dari sisi pemerintahan Bupati selaku kepala daerah
vang berkepentingan dalam hal ini. Bupati dalam hal ini mengharapkan
wilayahnya akan hijau, maka dari itu RTH sangat penting untuk dilakukan
pemeliharaan. Terus selain bupati yang berkepentingan dalam hal
pemeliharaan RTH termasuk Dewan sebagai wakil rakyat dengan
mengharapkan kepada masyarakat akan pentingnya RTH disuatu dacrah.
Disamping itu termasuk pemberdayaan perempuan dan yang paling
penting adalah lembaga non pemerintah Forkahat serta dinas teknis DKPP

itu sendiri selaku yang pelaksana pemeliharaan RTH.

t9

Manfaat yang di hasilkan dalam penerapan RTH:

Berkaiatan dengan manfaat yang dihasilkan dalam upaya penerapan
pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang pertama-tama adalah dengan
memberikan rasa nyaman, nikmat. segar kepada masyarakat serta dapat
membuat kota Nunukan akan menjadi kelihatan indah.bersih dan tertata
dengan baik serta menjadikan kota Nunukan kelihatan Hijau dipandang.
Maka dengan itu ditinjau dari sist kesehatan RTH dapat memberikan
oksigen bagi pejalan kaki dipagi han sangat dibutuhkan sekali bagi
masyarakat untuk kota yang sehat. Dalam hal int manfaat RTH yang
paling penting adalah sangat baik untuk kesehatan bagi masyarakat kota

Nunukan.
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Memberikan rasa nyaman nikmat, sgara dapat memberikan oksigen pada
pejalan-pejalan kaki daipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyaraka
untuk kota yang sehat. Dan palinting mamfaat sangat baik untuk
kesehatan.

3. Perubahan yangg diharapkan yaitu dengan meningkatnya RTH menjadi
lebih baik dan perubahan itu mencakup terhadap luasan jangkauan RTH.
Tentunya harapan pemerintah dalam meningkatkan pemeliharaan RTH
lebih baik dan lebih bagus lagi kedepannya. Maka diperlukan adanya
dukungan anggaran serta meningkatkan SDM pengawas taman dan
pekerja taman.dalam hal ini pemeliharaan RTH itu mencakup pada
perluasannya sesuai dengan kemampuan misalnya sepanjag jalan protokol
Jalur Hijau Jalan diharapkan agar RTH nya terpelihara dengan baik.
termasuk juga semua jalan hingkar akan dimasukkan didalam lingkup
program pemeliharaan nantinya dan harapan kami mudah-mudahan dari
Dinas Pekerjaan Umum itu sendirt yang diharapkan dapat
mengembangkan RTH jalan hngkar. Untuk Dinas Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang akan melaksanakan
pemeliharanya

Untuk saat ni perluasan RTH saat ini mengarah kearah selatan. Untuk

sama sekali tersentuh RTH. Dan mudah mudahan kedepannys Dinas
Pekerjaan Umum dapat mengembangkan RTH karena dari sisi
pemeliharaan RTH Dinas DKPPK yang akan bertanggung jawab.

4. Yang memutuskan perlu tidaknya pemeliharaan RTH dilaksanakan yang
memutuskan dalam hal ini termasuk Bupati selaku kepala daerah, DPRD
selaku wakil rakyat dan dari sisi pemerintah pelaksanaan pemeliharaan
harus didukung dengan Anggaran untuk keperluan Saprasnya.

5. Program pemeliharaan RTH sudah tepat sasaran dengan didukungnya

Pada intinya program pemerintah dalam memelihara RTH sudah tepat dan
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terlaksana dengan baik. tinggal perlu ditingkatkan pemeliharaanya supaya
RTH dikabupaten kelihatan betul-betul hijau dan penyiraman tanaman
perlu ditingkatkan.

6. pada intinya program pemerintah dengan melaksanakan kegiatan
kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH sudah dibilang tepat
sasaran dan sudah berjalan dengan baik dan didukung jumlah pegawai
yang cukup diantaranya adalah PPTK 1 Orang, Koordinator lapangan 4
Orang, dan pengawas lapangan 12 orang. Program pemeliharaan ini
didukung dengan sapras yang memadai. Terus mengenai dengan anggaran
yang paling banyak menyerap anggaran itu dari Operasional di lapangan.
Untuk itu harapan kedepanya bahwa pemeliharaan RTH  perlu
ditingkatkan agar RTHdi Pulau Nunukan betul-betul kelihatan Hijau.
penyiraman taman-taman dijalan protokol termasuk jalur hijau jalan perlu
ditingkatkan.

Dari sistem pemeliharaan RTH dikabuapten Nunukan intinya sudah sesuai

dengan isi dari kebijakan yang diterapkan pemerintah namun dalam
pelaksanaanya kebijakan tersebut masih ada belum scsuai  yaitu
dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat dengan sengaja menebang
pchon pelindung yang merupakan bagian dari RTH kabuapaten. Pada

intinya disini penegakan perda belum berjalan maksimal.

-~

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat
dalam pemeliharaan RTH dengan jalan pemerintah setempat mendorong
agi masyarakatnya mengadakan jumat bersih serta pemerintah
memberikan motivasi kepada masyarakat menanam satu pohon dengan
memberikan bantuan bibit. Ith merupakan syarat dalam bentuk dorengan

pemerintah kepada masyaraktnya agar memberdayakan masyarakat.

o0

Didalam pelaksanaan pemeliharaan ini didukung dengan Pendanaan cukup
besar. Alhamdulillah untuk mengenai anggaran khusus pemeliharaan RTH
sudah diakomedir mulai dart anggaran operasional termasuk anggaran
untuk membeli perlatan dan memperbaiki peralatan yang rusak dan
termasuk anggaran untuk menggaji para pekerja dilapangan. Pemeliharan
RTH tidak akan berjalan tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah,
Dalam hal ini yang termasuk bagian wilayah pemeliharan RTH yaitw
Kantor Bupati Nunukan, RSUD Nunukan, Taman KPN, Termasuk

Perkantoran gadis 1 dan 2 dan termasuk pada Jalur Hijau Jalan di Pulau
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Nunukan. Anggaran untuk pemeliharaan RTH sudah disediakan mulai dari
anggaran operasional keperfuan unutk menbeli alat-alat yang rusak. Disini
tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah pemeliharaan RTH tidak
bisa berjalan. lingkup pemeliharaan RTH yang dilaksanakan DKPPK yaitu
termasuk 1. Kantor Bupati ,2 RSUD 3. Taman KPN, 4. Jalur Hijau jalan,

anggaran karena adanya perluasan RTH.

9. Dalam mengelolah RTH aparatur sudah sesuai dalam mendukung
pemeliharaan RTH namum perlu adanya pembibitan dan tenaga-tenaga
propesional dibidang tenaga pemeliharaan

10. Kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan RTH
a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan RTH
b. Luasan jangkaunan RTH masih kurang
c. Kurangnya tenaga tenaga propesicnal dalam bidang Laskap dalam

artian apabila RTH mau ditingkatkan perluasannya maka periu
didukung dengan peralatan peralatan yang cukup bangus.

11. Terkait dengancakupan RTH cukup luas maka perlu ditambah fasilitas
yang medukungnya.

12. Terkait dengan masalah SDM maka diperlukan salah satu pakar-pakar dan
tenaga propesional  yang mengerti dengan tanaman. Untuk masalah
perekrutan pengawas setidaknya mengerti dengan tugasnya dilapangan
maka dari perlu juga adanya pembekalan kepada pengawas dan pekerja
yaitu dengan mengadakan suatu peltihan cara memelihara taman dengan

baik.
Konteks Implemetasi

1. Dukungan pemerintah termasuk Bupati sudah cukup baik dalam program
pemeliharaan RTH, Dinas Kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran
termasuk tenaga teknis yang menyelenggarakan pemeliharaan RTH cukup
mendukung pemeliharaan RTH tersebut. diperlukan juga dukungan dari
peran serta masyarakat cukup kuat dalam mengembangkan dan memelihara

RTH dan diharapkan kepedualian masyarakat terhadap lingkungannya.
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Karakter-karakter birokrasi terkait dalam mengelola RTH sangat
mendukung pemeliharaan RTH termasuk BLHD dan termasuk forkahat
yang sangat mendukung dengan pemeliharaan RTH.

2. Keiompok kepentingan lain yang berperan terhadap pemeliharaan RTh
adalah termasuk dari non pemerintah adlah Forum Keschatan Masyarakat
(Forkahat) Dalam hal ini yang pasti pengambil keputusan sehingga
terlaksananya program Pemeliharaan RTH yaitu termasuk Bupati. Termasuk
juga instamsi yang terkait, kemudian masyarakat itu sendiri merupakan

salah satu foktor kunci.

(OS]

Karakter birokrasi sangat mendukung dalam pengelolaan pemeliharaan

RTH dikabupaten skpd yang mendukung atas RTH termasuk BLHD.

4.  Mengenai kepatuhan pemerintah melaksankan pemeliharaan RTH cukup
patuh melkasankan sesuai dengan arahan dari perda RTH. Patuh dalam
artian pekerja dan pengawas melaksanakan tugasnya tiap hari sesuai jadwal
yang sudah ditentukan, melaksanakan penyiraman Tman tiap sore hari pada
posisi jalur hijau jalan

5. Terkait dengan pemahaman terhadap pelaksana teknis lapangan mengenai
pemeliharaan tidak ada masalah, rata —rata juknis yang ada tentang tata cara
pelaksanaan RTH sudah dikuasai pelaksana lapangan dan juknis tersebut
berjalan dengan baik. Terkait dengan mengenai kepatuhan pekerja atau
pengawas lapangan bahwa dalam melakasanakan pemeliharaan RTHdi
Pulau Nunukan saya rasa pengawas dan pekerja cukup patuh melaksanakan
pekerjaan ynag diamanatka. untuk dari sisi masyarakat dan pemerintah sen
cukup patuh dalam melaksanakan peraturan—peraturan yang dimuat dalam
Peraturan Daerah tentang pengelolaan RTH. Patuh dalam arti melaksanakan
pekerjaaan keseharian dengan potong rumput.pengemburan tanaman,
pemupukan, pembibitan dan penyiraman taman tiap hari utamanya taman
publik dan taman di jalur hijau jalan.

6. Masyarakt dan pemerintah scukup respon melaksanakan pemeliharaan

RTH, contoh kecil apabila ada pohon-pohan jalan yang menghalangi atau

terkena jaringan listrik dengan tanggung jawab sebgal pengawas taman

dengan pekerja taman dengan cepat ditakukan penanganan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464.pdf

SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

Sumber Informen : Agus, ST

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang
Tanggal wawancara : 10 April 2016

Jawaban :

1. Kepentingan yang melatar belakangi pemeliharaan RTH adalah termasuk
akses masyarakat terhadap peran serta masyarakat untuk menjaga RTH yang
ada sekarang dan masyarakat dengan merasa memiliki harus
mempertahankan RTH yang sekarang ini serta turut serta melaksanakan
pemeliharaan terhadap teman-taman pemerintah. Baik itu RTH yang berada
di kawasan tertentu maupun RTH Jalur Hijau Jalan. Yang melatarbelakangi
pemeliharaan RTH termasuk amanat dari UU. Nomor 26 tahun 2007 yang
mewajibkan RTH 30 % yang dibagi menjadi 2 yaitu RTH publik 20 % dan
RTH privat 10 %. Maka dengan ketentuan tersebut untuk mempertahankan
RTH kota yang ada harus diadakan kebijakan dari pemerintah dengan melalui
perda No.04 Tahun 2008. Mengenai pengelolaan RTH di Kabupaten
Nunukan. yang berkepentingan dalam hal ini termaksud unsur masyarakat
dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH karena kita mengetahui RTH
dipertahankan sama halnya kita mempertahankan paru-paru kota. Karen
keberadaan RTH dapat meyaring/ mentapis polust —polusi udara serta
berguna untuk kehidupan masyarakat. Termasuk yang ada hubungan pentaan
ruang yaitu SKPD teknis dan akses masyarakat terhadap peran serta
masyarakat menjaga RTH yang ada sekarang imi serta turut serta
melaksanakan pemeliharaan terhadap taman-taman, baik itu RTH yang
berada dikawasan tertentn maupun RTH yang ada pada lalur Hijan
Jalan.Terus yang berkepentingan dalam hal inr termasuk unsur masyarakat
dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH. Keberadaan RTH dapat
menyaring volusi udara serta sangat berguna untuk kehidupan masyarakat
maka dari itu RTH sanagat perlu dipelihara agar kota kelihatan Hijau serta

perlu ditingkatkan perluasannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42464.pdf

2. Manfaat RTH dalam penerapannya adalah sebenarnya kalau kita melihat
manfaat segi manfaat dengan adanya pemeliharaan RTH kawasan perkotaan
bahwa pada dasarnya sangat perlu dilaksankan. RTH perlu dimanfaatkan dan
dilaksanakan pemeliharaan akan keberadaannya, walaupun itu harus
dibangun menjadi bangunan atau peruntukan lain yang lebih ekonomis.
Namun bisa dioptimalkan fungsi hijaunya sebagai salah satu penyeimbang
dari bangunan tersebut RTH. RTH Dapat membentuk kota yang sehat dan
lingkungan yang sehat. RTH dapat menyerap zat-zat penyerap
karbondioksida (CO?)

3. Perubahan yang diharapkan dengan dilaksanakannya program pemeliharaan
RTH. Pentaan Ruang akan mencoba untuk mengakomodir kebutuhan RTH
Pulau Nunukan, karena secara aturan memang telah mengatur bahwa RTH itu
sangat penting bagi perkembangan lingkungan kota.Untuk memberikan dasar
aturan yang tegas terkait RTH, Bidang Penataan Ruang akan menyusun
rancangan masterplan RTH yang akan menjadi salah satu dasar dalam
penataan RTH dalam Rancangan RTRW Kabupaten.

Program yang diharapkan dengan diadakan penghijauan, peremajaan pada
tumbuhan yang telah ada. Walaupun RTH difungsikan, sangat penting
kiranya untuk lebih memfokuskan pada pembangunan taman-taman kota,
jalur hijau atau bentuk apapun dari RTH. Yang penting scoptimal mungkin
masih memiliki fungsi menyerap airnya.

= RTH dapat menjadi cadangan ruang

*» Dengan adanya RTH sebagai paru-paru kota maka akan membentuk

iklim yang sejuk dan nyaman.
*» RTH bermanfaat sebagai pelindung lebih efektif, RTH sebagai pemeliha

akan kelangsungan persediaan air tanah serta d

3]
T3
£

dalam tanah.
*  RTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektur.
4. Dalam pemeliharaan yang memutuskan perlu tidaknya kebijakan ini RTH
dilaksanakan.adalah yang berkepentingan termasuk orang-orang yang

berkepentingan terhadap manfaat yang timbul RTH salah satu penentu
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kebijakan pemeliharaan RTH dilaksanakan adalah Bupati dan sekelompok
masyarakat yang merasa memiliki serta Kepala Dinas DKPP itu sendirt.
Dengan diadakan pemeliharaan RTH dapat mempercantik Kota dan Estetika
Arsitektur Kota.

5. Keputusan tentang pengelolaan RTH pada perinsipnya pemerintah dalam
pengelolaan pemeliharaan RTH sudah cukup bagus dengan melaksanakan
proses pemeliharan dengan menggunakan penjadwalan.

6. Program pelaksanaan pemeliharaan RTH adalah Program yang dilaksanakan
pemerintah dalam upaya mengadakan pemeliharaan terhadap RTH yang ada
sudah tepat sasaran, dikarenakan RTH yang sudah ada apabila tidak
dilakukan pemeliharaan akan mengurangi keindahan kota bahkan akan
menghilangkan wajah kota Kabupaten Nunukan dan kota akan menjadi
gersang apabila kebijakan pemeliharaan tidak terlaksana.

7. Operasional kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam memelihara RTH
dengan menggunakan sistem pemeliharaan yang dilaksanakan sudah sesuai
dengan yang di syaratkan dalam undang-undang penataan ruang dan UU
RTH. Dan kita akui bahwa operasionalisasi RTH saat ini memang belum aktif
dan passif hanya dalam tataran pemeliharaan rutin dan sifatnya ditengah kota
dan pada jalur hijau jalan. Dan untuk RTH yang letaknya ditengah
lingkungan masyarakat memang belum optimal.

8. Dalam mendukung terlaksananya pemeliharaan RTH akan disediakan
anggran khusus dari anggaran APBD kabupaten Nunukan. Ya. Anggaran
khusus APBD I dengan menggunakan RKA-DPA Kabupaten Nunukan
Tahun 2016.

9. Yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH adiah
termasuk bupati dan unsur SKPD teknis yang ada hubunganya dengan RTH
dan juga termasuk masyarakat umum.

10. Kendala yang dihadapi terhadap pemeliharaan RTH yaitu dipengaruhi SDM
pengawas yang tidak memenuhi, kurangnya keterasedian sarana dan
prasarana serta akibat kurangnya kesadaran masyrakat terhadap pentingnya
RTH. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan

memberdayakan masyarakat dalam program RTH. Dilakukan dialog dengan
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pedangan bunga, stakholder dan pemerintah. Kota yang diselenggarakan di
Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Didalam itu juga termasuk kegiatan
inisiasi masyarakat tentang RTH yang dipimpin langsung oleh kepala
Bappeda. Saya pikir cukup efektif karcna keterlibatan masyarakat, aksi dart
pemerintah serta hasilnya dilapangan berupa taman lingkungan.

B. Konteks Implementast

1.  Dukungan pimpinan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya
pemelitharaan RTH pada dasarnya pemerintah sangat mendukung akan
pelaksanaan pemeliharaan namun pada pelaksanaanya masih perlu
ditingkatkan dengan pendekatan kepada kemasyarakat

2. Dalam hal ini kepentingan kelompok lain ada termasuk dari kelompok sosial.

3. Dukungan pimpinan terhadap pemeliharaan RTH sangat bagus dengan
menyiapkan anggaran khusus dalam pelkasanaannya.
Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemeliharaan RTH dalam Mencapai hasil
yang optimal harus didukung dengan saran prasana dan Anggaran serta
kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya RTH . Serta upaya ditempuh
untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas ling—kungan
tersebut, namun sejauh ini dipandang masth belum cukup mampu dalam
mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan yang terjadi. Kompleksitas
permasalahan yang dihadapi serta berb—agai kendala dan keterbatasan sumber
daya yang dimiliki menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan
tersebut belum mencapai hasi! yang cptimal.

4. Kepatuhan aparatur dalam menjalankan RTH

Melihat keterkaitan dengan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan
pemeliharaan RTH, Sejauh ini pekerja berusaha mengikuti Juknis dan Juklak
yang sudah diberikan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan
Pemadan Kebakaran.Terus pemerintah sendiri berupaya memelihara RTH
dengan baik bahkan DKPPk berencana akan mendah luasan RTH dari ayang
ada sekarang.dan pemerintrah kedapannya akan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat bahwa betapa pentingnya RTH 1tu.

5. Dalam pelaksanaan pemehharaan RTH aparatur  cukup respon  pada

pelaksanaan pemeliharaan RTH.
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TRANSKRIP WAWANCARA
1. Sumber Informen : Muhammad Irfan Ahmad, SP
2. Instansi : DKPPK
3. Jabatan : Kepala Scksi Pertamanan

4. Tanggal wawancara : 19 April 2016
Jawaban :

Dalam pemelinaraan RTH adalah merupakan bagian dari amanat UU Nomor

ey

26 tahun 2007 yang intinya mensyaratkan bahwa didalam sutu wilayah harus
mempersiapakan 30% RTH. Terkait yang berkepentingan dalam hal
melaksanakn kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan
mempertahankan RTH 30 % yaitu 20% Untuk Publik dan 10% untuk Privat
yang berkepentingan dalam hal ini adalah termasuk semua elemen yang
melaksanakan pemeliharaan RTH. Termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum
terkait dan sisi pola ruang dengan Dinas Teknis DKPP itu sendiri selaku
pelaksana kebijakan Pemeliharaan RTH dan paling penting masyarakat dalam
hal ini pelibatan serta masyarakat dalam memelihara RTH dikabupaten sangat
diharapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan RTH serta pentingnya
RTH.
menciptakan lingkungan yang sehat, menciptakan suatu kota yang indah
dipandang, mencerminkan identitas daerah serta dapat berfungsi sebagai paruh-
paruh kota. maka dari itu pemerintah dengan dasar peraturan daerah nomor 14
tahun 2008 tentang pengeloiaan RTH melaksankan suatu kebijakan pemerintah
dengan upaya memelihara RTH di Pulau Nunukan saya rasa itu sangat tepat
untuk dilaksankan, bahwadengan terpeliharanya suatu RTH diperkotaan
khususnya Pulau Nunukan maka kota dan lingkungannya akan menjadi sehat.
Pemeliharaan RTH yang akan difokuskan pada RTH publik dan RTH pada
daerah jalur hijau jalan di Pulau Nunukan.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan pelaksanaan
pemeliharaan RTH, bahwa Program yang dilaksanakan pemerintah adalah
dengan program pemeliharaan RTH itu sudah cukup bagus, dalam mengelolah
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RTH dengan baik diharapkan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya
membantu akan perkembangan RTH dan terlaksannya program pemeliharaan
RTH. Dalam hal ini kita ketahui bahwa dengan terpeliharanya RTH dengan
baik maka otomatis dapat membentuk kota yang schat serta lingkungan yang
sehat. Terkait dengan isi dari kebijakan yang melata belakangi dar
pemeliharaan RTH adalah termasuk amanat dari UU No.26 tahun 2007 yang
mewajibkan 30% RTH dari luas wilayah yaitu 20% untuk Publik dan 10%
untuk Privat. maka dari itu untuk mempertahankan RTH kota pemerintah harus
menjalankan kebijakan melalui amanat dari perda Nomorl4 tahun 2008
tentang pengelolaan RTH di kabupaten. Terus yang sangat penting melakukan
sosialisasi tenatang RTH dibeberapa daerah dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya suatu RTH. Bahwa dengan adanya kesadaran
masyarakat untuk memelihara RTH otomatis Kabupaten Nunukan akan jadi
menjadi hijau dengan contoh bahwa pertisipasi masyarakat itu sendiri
menyiapkan lahan 10% dari tiap pembangunan.

3. Kalau masyarakat sadar akan pentingnnya RTH otomatis Kabupaten Nunukan
akan menjadi hijau, misalnya masyarakat akan menyiap lautan 10% dari setiap.
Orientasi penataan ruang diharapkan bahwa dengan adanya program kebijakan
pemerintah upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, akan berdampak
dikemudian hari yaitu terwujud suatu Kota Nunukan yang nyaman sebagai
tempat tinggal. kota yang menarik dan produktif dan kota berwawasan
lingkungan.

4. Didalam pengelolaan RTH pada Dinas DKPPK termasuk pulau Nunukan yang
menjadi permasalahaan pada pelaksana program pemeliharaan RTH adalah
kurangnya Sapras maka itu perlu dukungan dari pemerintah untuk penambahan
peralatan  demi menunjang terlaksananya pemeliharaan dengan baik.
Permaslahan vang kedua yaitu minimnya anggaran pemeliharaan sehingga
akan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan dan
termasuk masalah SDM pengawas taman dan pekerja taman yang kurang
memahami cara memelihara RTH dengan baik maka dari itu perlu adanya
pelatihan untuk pengawas taman dan terus perlu merekrut latarbelakang

pendidikan untuk pengawas sesuai bidang ilmunya dipertamanan.
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5. Dalam pengelolaan RTH di Kantor DKPPK untuk wilayah kalimantan
Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan salah satu yang menjadi
permasalahan adalah mengenai sapras yang masih kurang dan perlu
penambahan misalnya mobil penyiraman hanya ada 1 buah untuk lebih
efektifnya. Pemeliharaan dilaksanakan diperlukan 3 buah mobil masuk
cadangan 1 buah.

6. Permasalahan, minimnya anggaran pemeliharaan itu berdampak pada kurang
efektifnya pelaksanaan pemeliharaan. didalam peningkatan pelaksanaan
pemeliharaan RTH pada sisi ruas jalan dengan wacana adanya peningkatan
untuk penambahan Luasan RTH diwilayah kecamatan Nunukan Selatan maka
akan membutuhkan tambahan tenaga pekerja dan pelaksana lapangaan yang
akan bertugas untuk mengawasi kegitan-kegiatan pemelihraan tersebut.

7. Masalah SDM yang kurang memahami mengenai RTH maka dalam merekrut
pekerja perlu mempunyai latar belakang pendidikan sesuai yang dibutuhkan.
Latar belakang pekerja yang dipakai sekarang rata-rata berpendidikan rendah.

8. Kami menggunakan RKA — DPA Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan
kegiatan pemeliharaan RTH itu ........ dalam APBD II murni dari anggaran
Kabupaten Nunukan dengan Sistem Pelaksanaan Pemeliharaan yaitu dengan
Swakelolah
Dari stsi pemeriniah harus fokus pada sapras. Karena apabila pemerintah
menginginkan RTH publik 20% dan RTH privat 10 % tercapai periu didukung
dengan sapras DKPPK.

9. Dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH disisi ruas jalan Alhamdulillah.
Peningkat luasan RTH untuk sisi jalan keliahatan dengan perapihan tanaman.
Di bahu jalan untuk terlaksananya pemeliharaan dengan baik perlu peningkatan
tenaga pekerja.Sekarang RTH yang ada perlu ditingkatkan dengan terbukti
adanya penambahan RTH sekitar 3 Ha dengan rincian : Taman buah anggrek :
1,7 Ha, RTH Publik 60 % 2015 RTH publik melebiht 20 % dari ketentuan
publik.
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10. kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Pemeliharan RTH di

Pulau Nunukan?

Kkurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman akan pentingnya
RTH dan Kurangnya sarana dan prasaran operasional pengawas dilapangan
Kurangnya SDM pengawas dan pekerja dalam melaksanakan pemeliharaan
RTH.
Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan
melaksanakan suatu sosialisasi kepada masyarakat pentingnya RTH dan
melakukan usulan ke pemerintah lkabuabaten nunu untuk mengadakan
peralatan yang dibutuhkan di pemeliharaan RTH nantinya.
Melakukan perawatan dan pemeliharaan RTH.

Konteks Implementasi

I.  Dukungan Pimpinan dalam implementasi ini cukup bangus tetapi masih
perlu ditingkatkan dalam pendekatan kemasyarakat Saya rasa semua pihak
sangat mendukung terlaksananya program pemeliharaan RTH ini. Dan
harapan semua pihak yang berkepentingan dalah hal ini utamanya
masyarakat yang akan merasakan akan pentingnya RTH itu yang seharusnya
betul-betul dipelihara. Dari pihak eksekutif sangat ...sangat mendukung
sekali terlaksanava program ini dan bahkan pihak ksekutif yang duduk
sekarang ini medukung sekali denganmempersiapkan Anggaran tiap
tahunnya agar pemeliharaan RTH tetap berjalan terus. Demi untuk

mencapai 30% RTH dikabuapten Nunuka.

2. Terkait dengan kepentingan kelompok yang lian ada termasuk kelompok
sosial termasuk l'orkahat

3. Karakter — karakter birokrasi terkait dengan pengolahan implementasi untuk
mengenat karakter birokrasi pada intinya sangat mendukung termasuk dart
skpd skpd termasuk BLHD yang sangat berkopentensi .

4. Kepatuhan pemerintah dalam menjalankan pemeliharaan RTH saya rasa

sangat patuh dengan melaksankan penyiraman tanaman tiap hari.

N

Respon masyrakat cukup respon dalam pemeliharaan RTH dengan semangat
pengawas dan pekerja melaksanakan tugas  memotong rumput dan

melaksanakan penyiraman tanaman.
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SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sumber Informen : Adonnia Betty
2. Instansi : DKPPK
3. Jabatan : Pengawas Taman

4. Tanggal wawancara : 19 April 2016

Jawaban :

1. Kepentingan yang melatarbelakangi pemeliharaan RTH termasuk dari
Penghijauan kota dari peratuaran daerah Kabupaten Nunukan. terus yang
berkepentingan adalah masyarakat pada umumnya. Selain masyarakat
kepentingan pemerintah.

Bahwa yang sangat berkepentingan dalam hal pelaksanaan Pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan adalah Termasuk Pejabat yang terkait dengan
pelaksanaan pemeliharaan RTH tersebut, dan masyarakat itu sendiri yang
berkepentingan dalam hal memelihara RTH diharapakan mampu menjaga
akan keberadaan RTH di Pulau Nunukan. dengan mengharapkan suatu
lingkungan yang schat, indah, bersih dan tctap kelihatan cantik, hijau
dipandang kesemua itu termasuk harapan pengawas lapangan atau masyrakat
itu sendiri, dengan mengharapakan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta

masyarakat itu sendiri dalam memelihara lingkungan disekitar kawasannya.

to

Manfaat RTH. Sebagai pengawas RTH cukup mudah, pulau Nunukan terlihat
hijau dan tidak terlalu gersang, masyarakat akan menikmati dengan adanya
RTH. Contoh, KPN merupakan tempat rekreasi.

3. Yang memutuskan dalam hal pemeliharaan RTH adalah termasuk Bupati
termasuk Kepala BLPH, Kepala Dinas, Kabid, Kasi Pertamanan, Pak Irvan)
dalam 1 bulan diadakan rapat masukan mengenai masalah RTH.

4. Kendala-kendala yang dihadapi, kehabisan pupuk, sapras yang masih kurang.

Apabila kemarau tidak bisa diatasi dari mobil penyiram tanam maka dari itu

perlu adanya penambahan RTH. RTH paling banyak yaitu jalan, kantor-

kantor, yang masuk penyiraman pada ruas jalan tidak termasuk RTH Publik.

Dalam hal merekrut pekerja atau pengawas lapangan yang nantinya akan

menjalankan pemeliharaan RTH maka itu tenaga kerja yang dipasang
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dilapangan adalah pekerja yang siap kerja dan mempunyai latarbelakang
pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

5. Masih perlu untuk penambahan Sapras untuk keperluan pemeliharaan RTH.

6. Apa program pemeliharaan RTH sudah sesuai, pengawas bekerja sesuai
dengan perintah dan atasan. Dengan siskom menanam untuk tempat ruang
terbuka, kehabisan pohon yang ditanam tiap tahun kehabisan.

7. Siapa saja yang terlibat pengawas pekerja, termasuk kepala dinas, kabid, kasi
dan staf. Dengan melaksanakan sistem pemeliharan dengan swakolah didalam
proses pemeliharaan Jenis pupuk yang digunakan dalam pemeliharaan RTH
adala Pupuk kompos yang digunakan untuk pemupukan dibuat dan diproses
terlebih dahulu di tempat pengomposan yang yang sudah ditentukan oleh
direksi.

8. Sisitem pelaksanaan pembibitan yang dilaksanakn di DKPPK Dalam
Penjelannya mengenai proses pembibitan bahwa pembibitan dilaksanaka
dalam sehari biasa mengeluarkan jumlah macam macam bibit tanamaan
sekitar 500 s/d 1500 perhari. Dilkukan ini semua untuk memenuhi kebutuhan
bidang pertamanan secara rutin.

B.Konteksi Implementasi

1. Perlu adanya sosialisasi pentingnya RTH, pohon pelindung biasanya ulah
magyarakat yang menghilangkan pchon tersebut. Kesadaran masyarakat
pentingnya RTH

Mengenai kelompok lain adalah RT yang proaktif dalam penanaman pohen.

1

Birokrasi sangat mendukung dengan adanya RTH.

3. Mengenai kepatuhan pekerja taman dalam melaksanakan tugas sebagal
pekerja cukup patuh menyelesaikan kerjaan yang ditugaskan yaitu dengan
melaksanakan pembibitan, pemotongan rumput. pemupukan tanaman.
penyiraman tanaman, melaksanakan penataan dan pengembangan tanaman
milik pemerintah serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pertamanan diperkotaan. Dengan kepatuhan pekerja cukup patuh
melaksanakan penanaman pohon pelindung tiap tahun.

4. Juknis yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran kita harus patuh melaksanakannya misalnya selama saya bekerja
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sebagai pengawas terkadang pekerja lapangan dalam melaksanakan
tugasnya dilapangan belajar secara otodidak baik itu pemangkasan tanaman
maupun dalam penanggulangan hama penyakit tanaman dalm haltersebut
pekerja cukup patuh melaksanakan pekrjaan walaupun itu bekerja secara

otodidak dilapangan.
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SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sumber Informen : Budi Matto
2. Instansi :
3. Jabatan : RT

4. Tanggal wawancara : 28 April 2016

Jawaban :

1. kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi dari pemeliharaan RTH di
Pulau Nunukan : Dalam menentukan Kabupaten yang sehat kami masyarakat
sangat-sangat perlu adanya RTH, guna untuk kehidupan yang sehat dan
supaya kelihatan indah, bersih dan nyaman.yang memiliki kepentingan itu :
Kalau dimasyarakat RT dan dibantu dengan masyarakat lingkungan setempat
melalui  jumat bersih, tidak kalah pentingnya Lurah yang harus
memberitahukan kepada ketua-ketua RT.

2. Manfaat yang dihasilkan bagi kami masyarakat : Dengan adanaya program
pemerintah melalui Dinas Kebersihaan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
yang termasuk pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan itu
sangat berguna sekali kalangan masyarakat kabupaten namun dalam hal
pelaksanan pemeliharaannya perlu kehati-hatian para pekerjanya mengenai
keselamatannya. Manfaat yang dihasilkan dalam penerapan pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan sangat dirasakan masyarakat yang memberikan rasa
nyaman, nikmat, segar dan sehat bagi masyarakat karena keberadaan RTH
dapat mengurangi volusi udara diperkotaan. Serta RTH dapat membuat kota
menjadi kelihatan indahbersih dan tertata bagus dan kelihatan Hijau
dipandang, maka dengan itu ditinjau dari sisi funsinya RTH dapat
memberikan kesegaran masyarakat karena dapat memberikan oksigen bagi
pejalan kaki dipagi han sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota
yang sehat yang paling penting harapan masyarakat kedepannya kota yang
bersih_sahat dan bebas dari macam-macam volusi.

Memberikan keindahan untuk daerah-daerah khususnya kawasan kami agar
kelihatan indah, bersih, elok dana sedap dipandang mata dan begitu juga
sangat memberikan udara segar bagi kehidupan kami.

Dengan adanaya program pemerintah melalui Dinas Kebersihaan Pertamanan
dan Pemadam Kebakaran yang termasuk pelaksana program pemeliharaan
RTH di Pulau Nunukan itu sangat berguna sekali kalangan masyarakat
kabupaten namun dalam hal pelaksanan pemeliharaannya perlu kehati--hatian
para pekerjanya mengenai kesclamatannya. Manfaat yang dihasilkan dalam
penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan sangat dirasakan masyarakat
yang memberikan rasa nyaman. nikmat, segar dan sehat bagi masyarakat
karena keberadaan RTH dapat mengurangi volust udara diperkotaan. Serta
RTH dapat membuat kota menjadi kelihatan indah.bersih dan tertata bagus
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dan kelihatan Hijau dipandang, maka dengan itu ditinjau dan sisi funsinya
RTH dapat memberikan kesegaran masyarakat karena dapat memberikan
oksigen bagi pejalan kaki dipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi
masyarakat untuk kota yang sehat yang paling penting harapan masyarakat
kedepannya kota yang bersih,sahat dan bebas dart macam-macam volusi.

3. Perubahan yang diharapkan dengan dilaksanakn program pemeliharaan RTH
bagi kami Perubahan yang diharapkan yaitu agar kawasan bisa diperluas
karena RTH sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Yang memutuskan perlu tidaknya kebijkan RTH berkelanjuatan yang
sangqgat berkepentingan disisni termasuk Bupati selaku kepala daerah dan
tersmasuk unsur dari masyarakat juga.

5. Bagaimana dengan keputusan tentang pengelolaan RTH : keputsan dalam
pengelolaan RTH Sudah tepat, namun pengelolahan RTH perlu meilibatkan
lapisan masyarakat termasuk lapisan atau aktor yang paling bawah dalam
artian : Unsur Lurah, RT, Tokoh-tokoh, masyarakat perlu dilibatkan guna
pelestarian RTH kedepannya.

Menenai masalah teknis lainnya : perlu dikalahkan atau diterapkan jumat
bersih agar bisa menjaga, merawat supaya tetap bersih.

6. Apakah pelaksanaan program RTH sebelumnya sudah tepat :sudah tepat
namun masih perlu diperhatikan pengelolaanya, dan diperlukan adanya
sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan RTH dengan jalan
menyampaikan manfaat dari pada RTH itu sendiri.

7. Bagaimana operasionalisasi kebijakan pemeliharaan RTH yang diterapkan
instansi ini operasinal pemeliharaan yang diterapkan oleh instansi Sudah tepat
tinggai penerapannya dan sosialisasi kemasyarakat perlu diterapkan lebih
mendalam.

KONTEK IMPLEMENTASI

1.  Program pemerintah dalm pemeliharaan RTH pada Jalur Hijau Jalan itu
sudah cukup bagus. Dengan adanaya program tersebut masyarakat dapat
merasakan hasilnya yaitu menjadikan kota yang indah, bersih dan sehat dan
kota yang tadinya kelihatan gersang akan menjadi hijau, dana apabila RTH
yang sudah ada tidak di pelihara otomatis menjadikan kota yang gersang.
Masyarakat Sangat mendukung maka perlu adanya sosialisasi tentang RTH,
karena program RTH ini sangat berart: bagi kami dalam kehidupan di

masyarakat, karena banyak sekali manfaatnya.

o

Manfaatnya dapat memberikan rasa nyaman, indah, bersih bagi masyarakat.
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3. Bagaimana dukungan pimpinan terhadap pemeliharaan RTH ini : sangat
bagus masyarakat sangat mendukung dengan implementas: kebijakan
kawasan RTH.

4. Pemerintah dalam hal ini melalui Camat, Lurah, RT, masyarakat perlu
adanya rapat untuk menyatukan atau membicarakan tentang implementasi
tentang RTH.

5.  Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan RTH saya rasa sangat patuh
dengan setiap ada kerja bakti jumat bersih masyrakat masyrakat cukup andil

ikut serta dalam perlaksanaan tersebut :

=)

Apakah anda nilai aparatur cukup respensif dalam melakukan pemeliharaan
RTH : Bagi kami masyarakat sangat-sangat merespons terhadap program
RTH karena sangat besar dan manfaatnya sangat berguna dan menunjang
bagi kehidupan di masyarakat. Namun Perlu adanya sosialisasi Perda
masalah RTH baik ditingkat Camat, Lurah, RT dan masyarakat agar bisa

berjalan sebagaimana yang diharapkan.
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan
lingkungan perlu adanya keseimbangan penggunaan lahan di
kawasan perkotaan antar lahan terbangun dengan ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau sehingga akan memberikan suasana yang
nyaman dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai
kota yang bersih, indah, tertib dan sehat;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
lokasi tertentu diwilayah perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau
dalam wilayah Kabupaten Nunukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8§ tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penegelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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5. Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
6. Kecuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemecrintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ientang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
7. 2005 tentang Perubszhan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daecrah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahuh 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);

Peraturan Dacrah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001
Nomor 06 Seri D Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2001
tentan Izin Mendirikan Bangunan (L.embaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 08);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 15
Seri B Nomor 05);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pembentukan Orgamsasi dan Tata Kerga Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 17
Seri D Nomor 07);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL, odf
KABUPATEN NUNUKAN

dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Kabupaten Nunbukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

3.  Bupatt adalah Bupati Nunukan.

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

5. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Kabupaten Nunukan.

&

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.

7. Ruang Terbuka Hijau Adalah Kawasan terbuka sebagai ruang atau
area terbuka dalam kota yang ditumbuhi tanaman baik berupa pohon

besar, semak, perdu, maupun rumput.

Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah suatu usaha ......
Jalur Hijau adalah Ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur huau tepi

jalan atau ditengah jalan (median jalan).

0 X

10. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapan yang
dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi

sebagat paru-paru kota,

11. Kawasan adalan suatu arca yang dimanfaatkan untuk kegiatan
tertentu dan fungst utama lindung atau budidaya.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT l)AERA!112464 ot
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

(78]

6.

10,

11,

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunbukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Bupati adalah Bupati Nunukan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Kabupaten Nunukan.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.

Ruang Terbuka Hijau Adalah Kawasan Terbuka sebagai ruang atau
area terbuka dalam kota yang ditumbuhi tanaman baik berupa pohon
besar, semak, perdu, maupun rumput.

Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah suatu usaha .....
Jalur Hijau adalah Ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hgau tepi

jalan atau ditengah jalan (median jalan).

Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapan yang
dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi

sebagai paru-paru kota.

Kawasan adalan suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan
tertentu dan fungsi utama lindung atau budidaya.
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il el e -

upaya melestarikan tanaman dan menmgkatkan Kkualitas hngﬁkungan
hidup.

Persil adalah luasan perpetak tanah yang terdapat dalam lingkup
rencana kota atau rencana perluasan kota atau belum ditetapkan
rencana perletakannya yang menurut perkembangan Pemerintah
Kabupaten dapat digunakan atau mendirikan suatu bangunan.

14. Pohon Pelindung adalah pohon atau tanaman yang mempunyai

ranting dan daun yang rindang yang dapat melindungi orang atau
sesuatu dari sengatan matahari yang memberikan hawa segar pada
sekitarnya.

BABI1

PEMANFAATAN DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau meliputi :

a.

¢y

(2)

Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan
sebagai taman dengan ancka ragam vegetasi sekurang-kurangnya 80
% (delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan;

Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi
sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan;

Kawasan Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang
pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif,
dengan keanckaragaman vegetasi;

Kawasan Hijau Pemakaman, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang
pemanfaatannnya sebagai taman pemakaman umum yang dikelola
Pemerintah Daerah dan Swasta;

Kawasan Hijau Permukiman, Perkantoran dan Sekolah-sekolah
berfungsi sebagai serapan air dan keseimbangan lingkungan; atau
Kawasan Hijau Jalur Jalan/sungai, berfungsi sebagai serapan air dan
pengendalian kualitas udara;

BAB I
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 3

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nunukan menjadi
tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat
dan swasta;

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut:

a. Jalur Hijau Taman milik pemerintah/pemerintah kabupaten di
kelola oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.

b. Taman yang ada di Pekarangan Rumah, Pekantoran,
Hotel/penginapan, Rumah Makan/Restoran, Sekolah, Rumah
Sakit, Pertokoan, Rumah Susun serta Rumah Ibadah dikelola
oleh masing-masing pemilik.
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(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan diwajibkan untuk
berpartisipasi terhadap penghijauan kota.

(2) Setiap melakukan pembangunan diwajibkan untuk
menyelenggarakan penghijauan dengan menyediakan Ruang
Terbuka Hijau di dalam persilnya.

(3) Penyediaan Ruang terbuka Hijau Sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikatagorikan sebagai berikut :

a. Perumahan Pribadi sebesar minimal 10 % (sepuluh persen)

dari luas Persil;

b. Developer atau Pengembangan Perumahan  sebesar
minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas Persil; dan

c.  Perkantoran, Hotel/penginapan, Rumah makan/ Restoran,

Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Rumah Susun, Rumah
Ibadah, baik yang di bangun oleh pemerintah maupun
swasta/masyarakat  sebesar minimal 20 % (dua puluh
persen) dari luas Persil.
(4) Setiap penyelenggara kegiatan pembangunan wajib menanam
minimal 1 (satu) pohon pelindung.

Pasal 5§

Dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kabupaten
berkewajiban melaksanakan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 6

Setiap lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi
Ruang Terbuka Hijau, tidak dapat dialihfungsikan peruntukannya kecuali
atas persetujuan Bupati dan DPRD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)} Pembinaan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka
hijau dilaksanakan oleh Dinas dan isntansi teknis lainnya.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan secara instansional di bawah koordinasi Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat membentuk tim
pengawas berdasarkan kebutuhan.
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PARTVISIPAST MASYARAKAT
Pasal 8
Masvarakai berhal tkut berpartisipasi dalamy rangha mensukseskan  pengelolaan roang
terbuka hijau berdasarkan ketentuan Peraturan Dacrab ot dan perundang-undangan vang

berlaku.

BAR VI
KETENTUAN PENTUITUP
Pasat 9

Pelaksanaan torhadap Peraturan Dacrah sepanjang mengenar hal-hal tekms akan ditetaphan
dengan Peraturan Daerah dan / atau Kepurtusan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Dacrah ini mular berlaku pada tanggal dandangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinva, memerintabkan pengundangan Peraturan Dacraby i
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 Apnl 2008

BUPATI NUNUKAN,

iid

H ABDUL HAFID ACHMAD

Piundangkan di Nunukan
Pada faupeal 03 April 2008

¥ NOMOR 04
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

sy DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
JL. Ujang Dewa RT. 05 kampung Butun/Gang Pantai Regos Rusun Nawa Telp. (0556) -22895
NUNUKAN, KALIMANTAN TIMUR - Kode Pos 77482

—

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN UPAH TENAGA HONOR LEPAS/ TIDAK TETAP SEBAGAI PEKERJA
LAPANGAN PADA BIDANG PERTAMANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN
PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
ANGGARAN 2016
KEPALA DINAS,

Menimbang : a  bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas dipandang perlu  untuk
memberikan Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada
Bidang Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016

b.  bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hurut b
; diatas, maka dipandang perlu Merubah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang pemberian
Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada Bidang
Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962),

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ‘tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjad:
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4741),

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Scbagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418);

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 07 Tahun.2011 tentang Upah Pekerja dan
Pemberian Penghargaan berupa Uang Tambahan kepada Pekerja Lapangan di
Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Pemadam Kebakaran Tahun 2011

Keputusan Wakil Bupati Nunukan, tentang Persetujuan Penambahan Honor Lepas
untuk membantu kelancaran tugas berdasarkan telahan Staf Kepala Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Pada
Tanggal 12 Februari 2014

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188-45/1/1/2016 tentang Penunjukkan Kepala
SKPD sclaku Pcjabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Jasa Tahun
2014;

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1288/X11/2015 tentang Standar Satuan
Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan.
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MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan nama yang tersebut dalam lampiran Surat keputusan Kepala Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pemberian

Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada Bidang

Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten

Nunukan Tahun Anggaran 2016, yang selengkapnya sebagaimana terlampir

f

dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA a

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja baik dalam hubungan kerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi kerja seseorang vyang
diwujudkan dalam bentuk materiil dan atau nonmaterial.

c. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan,
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
persetujuan, undang- undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja

d. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi kerja seseorang vang
diwujudkan dalam bentuk uang tambahan

e. Jumlah Upah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bagi Pekerja
Lapangan Bidang Pertamanan :

!, Sopw - Rp. 1.5350.000.-
2. Pckerja Taman Kota : Rp. 1.300.000.-
3. Pckerja Taman Kota / Pangkas Bunga . Rp. 1.350.000.-
4. Pekerja Taman Kota / Pemotong Rumput : Rp. 1.400.000,-
5. Pekerja Taman Scdadap s/d Mansapa . Rp. 1.300.000,-
6.  Pekerja Taman Scdadap s/d Mansapa / Pangkas . Rp. 1.350.000. -

Bunga .

7. Pckernja Taman Scdadap s/d Mansapa / Pohon Rp. 1.400.000.-

Pelindung

& Pckerja Taman Rumah Jabatan Bupati. Wakil Bupati : Rp.

.300.000.-

dan Sckda

O Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupan. Wakil Bupau Rp

JO0.000 -

dan Sckda / Pohon Pehindung

10 Pekerja Taman Kantor Bupat Rp. 1.300.000.-

Il Pckerja Tamau Kantor Bupat / Pangkas Bunga - Rp 1.330.000.-

12 Pckerja Taman RSUD - Rp. 1.300.000.-

13, Pckerja Pembibitn Rp [.300.000.-

14, Pckerja Penviraman Taman Rp. {.400.000.-

13, Pckerja Pemeliharaan Pohon Pelindung . Rp. 1.400.000.-

16 Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d - Rp. 1.400.000.-
Kodim

17 Pckerja Pemotong Rumput Taman RSUD . Rp. 1.400.000,-

I8 Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota : Rp. 1.400.000.-

19 Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d : Rp. 1.400.000.-
Maunsapa -

20, Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d - Rp. 1.400.000.-
KPN '

21.  Pckerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati - Rp. 1.400.000.-

22 Pckerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan : Rp. 1.400.000.-
Bupati.Wakil Bupati dan Sckda

23.  Pckerja Pemotong Rumput Taman Kantor Gadis | - Rp. 1.400.000 -
dan i

24, Pckerja Taman Gadis 1 dan 1 . Rp. 1.300.000.-

25 Pckerja Pangkas Bunga - Rp 1.330.000.-

26, Pckerja Taman Anggrek KPN o Rp. 1.300.000.-
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KETIGA - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2010
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Dokumen
Pelaksana Anggaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Nunukan dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02. Honorarium Non PNS pada
Kegiatan -

a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KEEMPAT - Pembayaran Upah Pekerja disesuaikan dengan Absensi Harian pekerja, yang bila mana
pekerja tidak bekerja tanpa keterangan yang jelas, maka akan di kurangi sebesar
Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) / hari, kecuali sakit.

KELIMA Keputusan ini mufai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 07 Desember 2016

PENGGUNA ANGGARAN SKPD
KEPALA DINAS,

X

dr. H. ANDI AKHMAD PR, M.Kes
NIP. 19610511 199002 1 001

Tembusan Kepada Yth, ;

Bapak Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)

Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan

Asisten Administrasi dan Kepegawaian Setda Kahupaten Nunukan di Nunukan
Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan

Kepala BKDD Kabupaten Nunukan di Nunukan

Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan

Kepala Bagian Hukum Setkab Kabupaten Nunukan

Kepada vang bersanghutan

S0 ™~ A oAb~
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BESARNYA

NO JABATAN LA JABATANB 1 N .
NAMA LAMA ARU HONOR (/ Bln) LOKAS! KEGIATA KETERANGAN
KEC. NUNUKAN dan KEC.
1 |SIMONKIA Sopir Taman - Rp 1.550.000 JNUNUKAN SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN dan KEC.
2 |ALVIAN SOLEMAN Sopir Taman - Rp 1.550.000 {NUNUKAN SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN dan KEC.
3 [FRANSISKUS SUBAN GERODA Pekerja Penyiraman Taman - Rp 1.400.000 {NUNUKAN SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
4 {MUHAMMAD AZIS Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 JKEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
S |KUI Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 |[KEC. NUNUKAN PEMELTHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
6 |SUSANA Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 JKEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
7 _|IMARIA OSE MORON Pekerja Taman Kota / Pangkas Bunga - Rp 1.350.000 |KEC. NUNUKAN PEMELTHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
8 IPAULINA SAPU Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
9 |DESIANTI RARA TONAPA Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
10 _ISARDI SANGA RIA Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
11 |AGNES INANG Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januani s/d 31 Desember 2016
12 |THRESIA HINGI HURINT Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januan ¥d 31 Desember 2016
T Vi
13 |YASINTA BENGAN Pekerja Taman Kota - Rp 1.300.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
14 |ALFIAN BULEA Pekerja Taman Kota / Pemotong Rumput - Rp 1.400.000 [KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
15 {LUKAS BALL Pckerja Taman Kota / Pangkas Bunga - Rp 1.350.000 |[KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
16 |ZAHARIA ABDUL LATIF Pckerja Taman Sedadap/Mansapa - Rp 1.300.000 {SELATAN _|PEMEI THARAAN RTH ) TMT 04 Januari s/d 31 Descmber 2016
KEC. NUNUK AN
17 [NUR ASIAH YUSUF Pekerja Taman Sedadap/Mansapa - Rp 1.300.000 |[SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januvari s/d 31 Desember 2016
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KEC. NUNUKAN :

18 |SERFIN YOHANES Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

19 jAHMADI ABDUL KADIR Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januar s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

20 |LAMIDU Pekerja Taman Sedadap/Mansapa ; Pangkas Bunga Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari #/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

21 |ISNAINT Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.350.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH [TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

22 {TUDANG Pckerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

23 |KANDACONG Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
) KEC. NUNUKAN

24 |DOMINIKA IDRIS Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARASN RTH | TMT 04 Jenusri s/d 31 Descmber 2016
KEC. NUNUKAN

25 |AGUSTINA APPANG Peketja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

26 ] YOHANES LAKA TUKAN Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
. KEC. NUNUKAN

27 |NATALIA URE Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

28 |MUDDIN Pekerja Taman Sedadap/Mansapa / Pangkas Bunga Rp 1.350.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

29 |AMRAN Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

30 |BAHARUDDIN Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH LTMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

31 {SYAHRUDDIN Pckerja Taman Sedadap/Mansapa / Pohon Pelindung Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

32 |RUSLI Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |{TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

33 |TASLDM Pekerja Taman Scdadap/Mansapa Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s'd 31 Desember 2016
~ |KEC. NUNUKAN

34 |SIMBO Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s:d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

35 JANTONIUS LUBUR Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari sd 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

36 |BENEDIKTA SURAT NAREK Pekerja Teman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari sid 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

37 |SRI WAHYUNINGSIH Pekerja Taman Sedadap/Mansapa Rp 1.300.000 {SELATAN PENELIHARAAN RTH |[TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

38 LA MANATU Pekerja Taman SedadapMansapa / Pangkas Bunga np 1.350.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

39 |IMELDA NEKO KOLO Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
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KEC. NUNUKAN

40 |ELIZABETH ELNY BURA HAYON Pekerja Taman Rumah Jabatsn Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN _{PEMELIHARAAN RTH_|TMT 04 Januari 'd 31 Descmber 2016
KEC. NUNUKAN

41 |MAGDALENA UTO Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati_ Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

42 |FRANSISKUS GOLO Pekerja Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

43 |THERESIA MEKUN LOLAN Pekerja Taman Rumsh Jabatan Wakil Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

44 INADUS TAKA Pekerja Tainan Rumsh Jabatan Wakil Bupati Rp 1.300.000 |[SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

45 |GABRIEL BALA AMA HURINT Pekerja Taman Rumah Jabatan Sekda Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

46 |DARNA Pekerja Taman Rumah Jabatan Sckda Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
Pekerja Taman Rumah Jabatan Sekda / Pohon KEC. NUNUKAN

47 {HASYIM Pelindung Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

48 {PETRUS MARIAKLAU Pekerja Taman Kantor Bupati / Pangkas Bunga Rp 1.350.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

49 [PETRUS INGAT YOSEP Pekerja Taman Kantor Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

50 |TEODORA ONA Pekerja Taman Kantor Bupati Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELTHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

51 INONA YOSEFA Pekerja Taman Kantor Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

52 |AGUSTINA KESE TUPEN Pckerja Taman Kantor Bupati Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s/d 31 Desernber 2016

53 |YULIANA Pckerja Taman RSUD Rp 1.300.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

54 |AKHMAD. B Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

55 {ALEX Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELTHARAAN RTH |TMT 04 Januarj s/d 31 Desember 2016

56 |CLARA DASILVA Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari #/d 31 Descmber 2016

57 |RENI Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s/d 31 Descmber 2016

58 |EMILIA PERTUS Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

59 |RAHMAN Pekerja Taman RSUD Rp 1.300.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

60 |GRADUS MERE Pekerja Pembibitan Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 3] Desember 2016
KEC. NUNUKAN

61 |ANASTASIA LULI Pekerja Pembibitan Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN

62 |FILOMENA Pekerja Pembibitan Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
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KEC. NUNUKAN
63 |HASRI Pckerja Pembibitan Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari &/d 31 Descmber 2016
KEC. NUNUKAN
64 |PETRUS COLA Pekerja Pembibitan Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
65 |RIDWAN Pekerja Pemeliharaan T Pohon Pelindung Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
66 |KARIM Pekerja Pemcliharaan T Pohon Pelindung Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
67 [JAINABU ABDULLAH Pekerja Pemeliharasn T Pohon Pelindung Rp 1.400.000 |[KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
68 |KEMBARIAH Pekerja Pemeliharaan T: Pohon Pelindung Rp 1.400.000 [KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
69 |ANISAH JAAPAR ANTTA Pekerja Pemeliharaan T Pohon Pelindung Rp 1.400.000 [KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH_{TMT 04 Januari ¥d 31 Desember 2016
70 IMARYAM Pekerja Pemeliharaan T Pohon Pelindung Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
71 |ABU RISMA BABA Pekerja Pemcliharaan Tanaman Pohon Pelindung Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
72 |KATARINA PERADA Pekerja Pemeliharaan T. Pohon Pelindung Rp 1.400.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
T KEC. NUNUKAN
73 |FERONIKA DERAN Pekerja Gadis 1 Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
74 {MASITA MUHAMAD Pekerja Gadis [ Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
75 |NURSYAM Pckerja Gadis [ Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januar ¢/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
76 |YUSTINA MAKSI MINA Pekerja Gadis [ Rp 1.300.000 |[SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
77 [PAULUS KUNA JAWA Pekerja Gadis IT Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH [TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
78 JLINUS IRI Pekerja Gadis IT Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |[TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
79 |SAMPU Pekerja Gadis Il Rp 1.300.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH [TMT 04 Januari s‘d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
80 |ELISABET HELO HAYON Pekerja Gadis 11 Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 8/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
81 |ELISABETH PUSUN LEWAR Pekerja Gadis 11 Rp 1.300.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
82 |FINSENSIUS Pekerja Gadis 1 Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
83 |FRANSISKO PARERA Pekerja Pangkas Bunga Rp 1.350.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN ’
84 |MARUNG YOHANES GATAS, SP Pckerja Pangkas Bunga Rp 1.350.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari ¢/d 31 Descmber 2016
KEC. NUNUKAN
85 IMARIA JAWA HEKIN Pekerja Taman Anggrek KPN Rp 1.300.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
86 [SYAHRIL Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari ¢/d 31 Desember 2016
87 |RIZALDI Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD Rp 1.400.000 |[KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januani s/d 31 Desember 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




42464.pdf

Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD

TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016 \1

88 |AZIZ Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH
KEC. NUNUKAN
89 |APOLINARIS SERAN Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
90 |DOMINIKUS PATI Pckerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati Rp 1.400.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
91 |RAMOS MARTIN MALENG Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupsti Rp 1.400.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
. KEC. NUNUKAN
92 [SUDIRMAN Pckerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati Rp 1.400.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
93 |USMAN Pckerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
94 |DOMINIKUS SERA KOLIN Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati Rp 1.400.000 |SEI,ATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari /d 31 Descmber 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN ¢/d
95 |SURIANTO KODIM Rp 1.400.007 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d :
96 |ABDULLAH KODIM Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desernber 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jelan PLN /d
97 |SIPRIANUS RAFAEL KODIM Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d
98 |SYAHRUDIN KODIM Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d
99 |BAHARUDDIN KODIM Rp 1.400.000 JKEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |{TMT 04 Januani s/d 31 Descmber 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d
100 |JABU BAKAR KODIM Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
KEC. NUNUKAN
101 |YUSUF ALI Pckerja Pemotong Rumput Taman Gadis | Rp 1.400.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s’d 31 Desember 2016
. KEC. NUNUKAN
102 {LA ANE Pekerja Pemotong Rumput Taman Gadis I Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN
103 |ANTONIUS LIKU LAUTUKAN Bupati ‘ Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN
104 |ANTONIUS HEANG Bupati Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN .
105 |CHRISTOFORUS FESSTO Wakil Bupati Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN
106 |YOHANES DARAN HAYON Wakil Bupati Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN
107 JLA MILU Sekda Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan KEC. NUNUKAN
108 |AWIS Sekda Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH [TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016 |
109 {YOSIAS TOKAN Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
110 |RASID KOPONG IMITEN Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
111 [RUSLAN LIAT SAMON Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH | TMT 04 Januari s/d 31 Descmber 2016
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112 {MARSELINUS KOPONG Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
113 {SUPRIONO Pckerja Pemotong Rumput Balfti Jalan Kota Rp 1.400.000 |KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMP 04 Januan 3/d 31 Desember 2016
114 [ARIANTO HAYON Pekerja Pemotong Rumput Bshu Jalan Kota Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari /d 31 Desember 2016
115 JOKTAVIANUS LEWOAMA HAYON Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 {KEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
116 {PAULUS KAPITAN OPUN JAWAN Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota Rp 1.400.000 JKEC. NUNUKAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pckerjs Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadsp s/d KEC. NUNUKAN
117 IBENEDIKTUS HAYON Mansapa Rp 1.400.000 |[SELATAN PEMELTHARAAN RTH |TMT 04 Januari &/d 31 Desember 2016
Pekerje Pemotong Rumput Rahu Jalan Sedadap v/d KEC. NUNUKAN
118 |F. SAFERIUS BUDI KOLIN Mansapa Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januan s/d 31 Descmber 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d KEC. NUNUKAN
119 |ALOISIUS PADAN KROON Mansapa Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH [TMT 04 Januan s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d KEC. NUNUKAN
120 |GREGORIUS LABA Mansapa Rp 1.400.000 {SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rurnput Bahu Jalan Sedadap s/d KEC. NUNUKAN .
121 {GREGORIUS LEU Mansapa Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januan 8/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap w/d KEC. NUNUKAN
122 |JHONLI Mansap Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d KEC. NUNUKAN
123 |[ELIAS L10 OLA Mansapa Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalen Scdadap s/d KEC. NUNUK AN
124 {HERMAN Mansapa Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 3/d 31 Desember 2016
Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KEC. NUNUKAN
125 |JKHAIRUL KPN Rp 1.400.00C |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari 8/d 31 Descmber 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KEC. NUNUKAN
126 [SALFINUS NAMA KPN Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
Pckerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KEC. NUNUKAN )
127 |{GECORGE BUSH KIA YOSEPH KPN Rp 1.400.000 [SELATAN PEMELIHARAAN RTH {TMT 04 Januari 5/d 31 Desember 2016
Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jajan Polres sid KEC. NUNUKAN
128 |THOMAS JAWAOPAN KROON KPN Rp 1.400.000 |SELATAN PEMELIHARAAN RTH |TMT 04 Januari s'd 31 Descmber 2016
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Ditetapkan di Nunukan

KEEBALA DMNAS,

Pada Tanggal, 07 Januari 2016

\

<
r. H. ANDI AKHMAD PR, ¥1. Kes

NIP. 19610511 199002 1 001
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